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Upaya dan peran serta pemerintah dan instansi terkait diharapkan 
tidak hanya terbatas pada upaya konsolidasi demokrasi secara massif 
semata. Melainkan juga meliputi upaya pengakuan, persamaan hak politik 
dan untuk berpartisipasi dalam segala urusan bernegara serta jaminan 
pengakuan terhadap persamaan kesempatan terkait dengan stratifikasi 
sosial dan sistem mobilitas.UNDANG-UNDANG INTERNASIONAL HAM 
(International Bill of Human Rights) yang mencakup : Deklarasi Hak Asasi 
Manusia (1948), Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
(1966/1976), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966/1976), 
Optional Protocol dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 
(mengenai pengaduan perorangan) (1966/1976), Optional Protocol II dari 
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang bertujuan 
menghapuskan hukuman mati (1989). 
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Baruga, Kecamatan 
Baruga, Kota Kendari , Sulawesi Tenggara. Waktu pelaksanaannya mulai 
dari bulan Oktober hingga Januari 2015. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Data primer yang 
diperoleh dalam penelitian ini melalui proses wawancara kepada 
beberapa informan yang tersebar Kota Kendari. Untuk menunjang data 
primer kemudian penulis menggunakan data sekunder yang berasal dari 
sumber-sumber literatur, dokumen, dan atikel yang relevan dengan 
penelitian ini. 
Eks Tapol yang telah dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat 
masih dibatasi dalam sistem mobilitasnya dengan rambu-rambu sosial 
politik yang membelenggu. Dalam kata-kata dikembalikan ke masyarakat 
pada dasarnya sama sekali tidak terkandung petunjuk bahwa hak-hak 
sosial politik Eks. Tapol telah dipulihkan kembali. Sebagai anggota 
masyarakat ia tidak dipulihkan kembali pada statusnya sebagai social 
being atau zoon politicon sebagaimana yang pernah dimilikinya. Hal ini 
secara luas bukan hanya didasarkan pada belum dicabutnya TAP MPRS 
No. 25 Tahun 1966. Dilain sisi hal yang telah diperoleh oleh Eks. Tapol 
PKI khususnya di Kamp Pemukiman Nanga-nanga adalah hak untuk 
memilih dalam pemilihan umum dan memperoleh hak atas tanah seluas 
2000 Ha di kawasan Pemukiman Nanga-nanga sesuai Putusan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Masyarakat yang semakin demokratis, menghendaki adanya 
partisipasi politik yang terbuka seluas-luasnya. Hal ini merupakan keadaan 
yang tidak tertolak (Status konfensionis) yang dengan sendirinya 
menggerakkan suatu pembentukan etika politik yang demokratis. Selanjutnya 
menjadi stimulus terciptanya sebuah proses demokratisasi yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai egaliter/kesetaraan, yang secara umum merupakan wujud 
dan cerminan dari proses demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, upaya dan 
peran serta pemerintah dan instansi terkait diharapkan tidak hanya terbatas 
pada upaya konsolidasi demokrasi secara massif semata. Melainkan juga 
meliputi upaya pengakuan, persamaan hak politik dan untuk berpartisipasi 
dalam segala urusan bernegara serta jaminan pengakuan terhadap 
persamaan kesempatan terkait dengan stratifikasi sosial dan sistem 
mobilitas. Juga termasuk pengakuan sebagai makhluk politik (zoon politicon) 
seperti anggota suatu partai politik tertentu dan korelasinya dengan 
kehidupan politik yang mengikatnya. 
Suasana dan kondisi politik Indonesia merupakan sajian iklim politik 
yang kompleks, hal itu terlihat dari sepak terjang sejarah nationya yang tidak 
bisa dikatakan singkat dan sederhana dalam konteks politik. Pasca runtuhnya 
rezim otoriter Soeharto yang ditandai dengan gerakan reformasi tahun 1998 
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Indonesia dewasa ini telah memasuki babak baru sebuah proses demokrasi. 
Sebuah proses demokrasi yang berdasarkan pada gagasan kebebasan, 
persamaan serta upaya pengakuan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM), 
Hak Sipil dan Hak Politik (Civil and Political Rights) yang merupakan hasil 
kompromi antara blok sosialis dan blok kapitalis pada masa perang dingin, 
kemudian ditetapkan oleh PBB pada tanggal 16 desember 1966 dan baru 
diberlakukan pada tanggal 23 maret 1976.  
Indonesia sendiri baru kemudian meratifikasinya pada tahun 2005. 
Perjanjian (Kovenan) ini, berdampingan dengan Hak Ekonomi Sosial dan 
Budaya (Internatioanl Covenan on Economic, Social and Cultural Rights) 
dengan demikian, setiap negara memperoleh kesempatan memilih salah satu 
atau kedua-duanya. Selain itu, mengenai hal tersebut juga merujuk pada 
UNDANG-UNDANG INTERNASIONAL HAM (International Bill of Human 
Rights) yang mencakup : Deklarasi Hak Asasi Manusia (1948), Kovenan 
Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966/1976), Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik (1966/1976), Optional Protocol dari 
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (mengenai pengaduan 
perorangan) (1966/1976), Optional Protocol II dari Kovenan Internasional Hak 
Sipil dan Politik yang bertujuan menghapuskan hukuman mati (1989). 
Persoalan Optional Protocol, naskah ini ternyata lebih sukar diterima 
daripada dua perjanjian (Kovenan) PBB. Pada mei 2003 baru 49 negara yang 
meratifikasinya, sedangkan Perjanjian Hak ekonomi dan Perjanjian Hak 
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Politik masing-masing diratifikasi oleh 146 negara dan 149 negara. Optional 
Protocol II diterima pada tahun 1989 yang bertujuan menghapuskan 
hukumam mati.  
Penjabaran mengenai Hak Sipil dan Politik mencakup antara lain : 
Pasal 6 : Hak atas hidup – right to life menyangkut masalah aborsi dan 
euthanasia (hak non-derogable), Pasal 7 : Hak untuk tidak disiksa – no 
one shall be subjected to torture (hak non-derogable), Pasal 9 : Hak 
atas kebebasan dan keamanan dirinya – right to liberty and security of 
person, Pasal 14 : Hak atas kesamaan di muka badan-badan 
peradilan – right to equality before the court and tribunals, Pasal 15 : 
Hak untuk tidak dikenai konsep retroaktif (kadaluwarsa) (hak non-
derogable) – no one shall be held quilty of any criminal office which did 
not constitute a crime at the time it was commited, Pasal 18 : Hak atas 
kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (hak non-derogable) 
– right to freedom of thought, conscience and religion, Pasal 19 : Hak 
untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan (hak yang 
dapat direstriksi) – right to hold opinions without interference, Pasal 21 
: Hak atas kebebasan berkumpul secara damai (hak yang dapat 
direstriksi) – right to peaceful assembly, Hak atas kebebasan untuk 
berserikat (hak yang dapat direstriksi) – right to freedom of 
association.1 
Persoalan terkait Hak Sipil dan Politik di Indonesia sendiri, telah diatur 
dalam amanat UUD 1945 sebelum di amandemen. Dijelaskan setidaknya 
terdapat dua pasal dalam UUD 1945 yang menjamin terwujudnya hak sipil 
                                                             
1 United Nations, Status of Ratification of the Principal International Human Rights Treaties, as of Mei 
2003 (Geneva: U.N. 2003 
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dan hak politik (pasal 28 dan 29) yang berbunyi (1) Kemerdekaan berserikat 
dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, (2) Hak 
untuk beragama dan berkepercayaan. Hal inilah yang kemudian menjadi 
dasar dalam upaya pengakuan hak sipil dan hak politik di Indonesia. 
Merujuk sejarah politik di Indonesia, telah banyak terjadi peristiwa 
yang sangat mempengaruhi arah dan muatan politis suatu bangsa dan 
Negara. Beberapa peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia misalnya 
saja suasana politik kemerdekaan RI, Peristiwa G30SPKI/Gestapu beserta 
deretan panjang peristiwa saat rezim Orde Baru yang banyak di satu sisi dari 
beberapa kalangan menyebutnya sebagai “era kekelaman” dalam sejarah 
pemerintahan Indonesia termasuk kaitannya terhadap masalah HAM, Hak 
politik dan sebagainya. Kemudian menganggap munculnya peristiwa 
reformasi merupakan iklim serta udara baru bagi sistem politik dan 
pemerintahan di Indonesia. 
Beberapa hal yang menjadi sorotan pasca reformasi, diantaranya 
upaya persamaan memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum, akses 
politik, akses pendidikan dan kesehatan namun hal tersebut masih terbatas. 
Sebagaimana yang di sampaikan oleh beberapa eks. TAPOL di kamp 
pemukiman nanga-nanga, semisal oleh Lambatu Bin Lanasi yang menuntut 
agar Pemerintah dapat memulihkan kembali hak-hak kewarganegaraanya 
(Hak sipil dan politik), pemenuhan kembali harkat dan martabat, menuntut 
hak atas kebenaran sejarah, tegaknya hukum serta pengembalian nama baik 
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sesuai amanat Undang-undang Dasar R.I. 1945. Hal senada juga 
disampaikan oleh Ibu Rukiah, era reformasi seharusnya membawa secercah 
harapan kepada pemerintah baru untuk menegakkan keadilan, namun hingga 
sekarang, keadilan itu tak kunjung datang. Pemerintah di era reformasi yang 
silih berganti tak juga berani mengungkap sejarah kelam tahun 1965. Disisi 
lain akses terhadap dunia pendidikan oleh anak-anak eks TAPOL di kamp 
pemukiman nanga-nanga sama sulitnya dengan upaya menegakkan keadilan 
itu, beberapa diantaranya bahkan harus memasukkan nama anak-anak 
mereka dalam Kartu Keluarga (KK) tetangga hanya agar dapat bersekolah. 
Sejauh pengamatan sementara penulis, melalui Pra-penelitian yang telah 
dilakukan, pasca reformasi memang terjadi gelombang besar pelepasan eks. 
TAPOL yang kemudian di “kembalikkan ke masyarakat” namun sama sekali 
tidak mengandung arti “dibebaskan dari segala bentuk isolasi”, tidak 
terkandung pula petunjuk yang jelas bahwa hak sipil dan politik ET dipulihkan 
secara utuh. Sebagai anggota masyarakat, ia tidak dipulihkan kembali pada 
statusmya sebagai social being, atau zoon politicon sebagaimana yang 
pernah dimiliki. Beberapa hal tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya dan 
lain sebagainya menjadi indikasi belum tercapainya secara penuh akses 
menuju cita-cita beserta perjuangan politik utamanya arus politik yang dibawa 
oleh peristiwa reformasi. 
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Berdasarkan hal tersebut, hal inilah yang kemudian membuat Penulis 
tertarik untuk meneliti “Peran Pemerintah dalam upaya Persamaan Hak 
Politik eks. Tahanan Politik Orde Baru”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya maka 
penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut : 
1. Mengapa “eks. Tahanan Politik orde baru” khususnya pasca 
reformasi belum mendapatkan hak sipil dan hak politik secara 
penuh sesuai Pasal 28 dan 29 UUD 1945? 
2. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya persamaan hak politik 
bagi “eks. Tahanan Politik Orde Baru” khususnya di Nanga-nanga? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Menggambarkan dan menganalisis alasan ”Eks. Tahanan Politik 
Orde Baru” khususnya pasca reformasi belum mendapatkan Hak 
Sipil dan Hak Politik secara penuh sesuai Pasal 28 dan 29 UUD 
1945. 
2. Menggambarkan dan menganalisis peran pemerintah dalam upaya 







B. Manfaat Penelitian 
1. Berdasarkan kegunaan akademik, diharapkan memberi kontribusi 
positif terhadap pengembangan studi politik, khususnya pada upaya 
mendorong terciptanya proses demokratisasisi yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 
2. Berdasarkan kegunaan praktis, diharapkan hasil penelitian dapat 
menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan dalam memahami 
pergolakan sosial dan politik yang terjadi pada tahun 1965-1966 dan 
menjadi rujukan dalam mengamati persoalan Hak Asasi Manusia, 















Peristiwa Gerakan Tiga puluh September 1965 atau disingkat G 30 S 
telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak 
otoritarian. Peristiwa tersebut secara langsung mengakhiri tarik-menarik 
kekuasaan di antara tiga kekuatan politik pada saat itu antara Soekarno, 
Angkatan Darat dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Soekarno kemudian 
diberhentikan secara konstitusional oleh MPRS karena dianggap tidak dapat 
memberi pertanggungjawaban atas peristiwa nasional G 30 S 1965, 
sedangkan PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai yang terlarang. 
Sementara itu militer tampil sebagai pemenang sekaligus menjadi pemeran 
utama dalam pentas politik pada awal Orde Baru, suatu era yang dipakai 
sebagai nama resmi pengganti era demokrasi tepimpin (1959-1966) yang 
kemudian disebut Orde Lama. 
Pada masa awal kehadiranya, Orde Baru memulai langkah 
pemerintahanya dengan pola libertarian yang sebenarnya merupakan pola 
transisi dari Orde lama bagi konfigurasi politik saat itu. Namun disisi lain, 
Program pembangunan yang menitikberatkan pada bidang ekonomi harus 
mendapatkan pengawalan dengan isu “stabilitas nasional”  yang dianggap 
sebagai prasyarat yang pada dasarnya menuntut terciptanya pola otoritarian 
pula. Sejak penemuan format baru politik Indonesia pada tahun 1969-1971, 
Indonesia mulai menampilkan konfigurasi politik yang otoriter-birokratis yang 
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diperlukan untuk mengamankan jalanya proses pembangunan ekonomi dan 
karenanya produk hukum menjadi demikian konservatif dan cendrung 
ortodoks. 
Berbagai kebijakan dan format politik dalam pemerintahan orde baru 
yang cenderung bersifat otoriter mengakibatkan lahirnya konsekuensi suatu 
hal yang disebut dengan “enyelenggaraan proses politik yang tidak sehat” 
khususnya dalam konteks politik kekuasaan. Dalam rentan waktu panjang 
perjalanan rezim tersebut, banyak terjadi peristiwa politik nasional dan di 
beberapa waktu itu pula pemerintahan kala itu mampu meredamnya, hingga 
pada tahun 1998 menjadi klimaks kondisi politik rezim Orde Baru kemudian 
berubah menjadi Reformasi. 
Pasca reformasi, proses demokratisasi di Indonesia tidak terlepas dari 
kesadaran bersama untuk mencapai sebuah upaya pengakuan terhadap Hak 
Sipil dan Hak Politik. Serta menjadikan cita-cita menuju kehidupan bersama 
menjadi sesuatu hal yang seharusnya telah terwujudkan. Proses menuju 
pengakuan terhadap Hak Sipil dan Hak Politik bukanlah hal yang mudah dan 
hanya mungkin diwujudkan dengan adanya sinergi dari semua pihak terkait, 
khususnya pemerintah dan peran serta masyarakat secara luas dan 
menyeluruh. Pemerintah sendiri, diharapkan mampu membuat sebuah 
formulasi kebijakan yang dapat menghapuskan segala bentuk diskriminasi 
dan stigma buruk yang telah terbangun dan melekat selama ini, juga meliputi 
upaya rekonsiliasi dan rehabilitasi eks. Tahanan Politik orde baru.  
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A. Teori Kekuasaan Negara 
Teori Kekuasaan Negara, memfokuskan pada pengembangan 
kekuatan militer yang efektif oleh Negara, pertama kali diperkenalkan di 
Jerman pada abad ke-19 oleh para sejarawan seperti, Heinrich von 
Treitschke dan para filosof seperti friedrich Nietzsche dan juga didukung oleh 
beberapa penulis Jerman pada abad ke-20. Erich Kauffman menuliskan 
sebuah buku yang diterbitkan pada 1911 bahwa “esensi Negara adalah 
Machtentfaltung (pengembangan, peningkatan dan penyebaran kekuasaan), 
bersama-sama dengan kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan 
diri dengan sukses”. Upaya utama Negara adalah penanaman kekuatan 
tertinggi, bukanya energy-energi mental dan moral bangsa yang merupakan 
hasil sampingan. Ide sosial nyata dari Negara, bukanlah’masyarakat dengan 
kemauan bebas’ (seperti yang ditulis oleh beberapa penulis Jerman lain), 
“tetapi kejayaan dalam perang”. Menurut Kauffmann, “dalam peperangan, 
Negara menunjukkan sendiri kebenaran esensinya; perang merupakan 
penampilan Negara tertinggi, di mana sifat istimewanya mencapai 
perkembangan maksimal”.2 
Hal ini untuk sebagian merupakan reaksi terhadap pertumbuhan 
rezim-rezim totaliter di Eropa Tengah, yang menarik mereka untuk 
mendukung melalui berbagai tulisan. Sehingga sejumlah ilmuwan politik dan 
                                                             
2Disitir dalam Arnold Brecht, Political Theory, The Foundations of Twentieth-Century Political 
Thought, The Times of India Press, Bombay 1970, hal. 345.  
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filosof Barat membuat tulisan tentang kekuasaan. Charles Merriam, dalam 
sebuah buku yang ditulisnya di pulau Sylt, dengan menggunakan konsep 
Bentley tentang “kepentingan” yang sebanding dengan konsep massa dan 
energy dalam ilmu Fisika, mengembangkan konsep tentang kekuasaan. 
Tetapi dia sendiri menyadari bahwa “pulau Sylt bukanlah tempat yang sesuai 
untuk menulis studi tentang kekuasaan politik sementara perang yang 
dahsyat sedang berkecamuk di Berlin”.3 Merriam dalam buku yang ditulisnya 
menawarkan rencana kerjanya sendiri tentang, “situasi di mana kekuasaan 
mulai ada”; kemajemukan loyalitas yang saling berkompetisi; keburukan 
kekuatan dan beberapa credenda, miranda dan agenda otoritas; beberapa 
teknik pengemban kekuasaan yang bertahan; dan beberapa mekanisme 
pertahanan dari mereka yang menjalankan kekuasaan; kemiskinan kekuatan; 
disintegrasi, kemerosotan dan runtuhnya otoritas, berbagai kecendrungan 
yang memunculkan kekuasaan pada waktu itu”.4 Disamping perencanaan 
yang ambisius tersebut, terdapat banyak kekurangan dalam menganalisa 
konsep kekuasaan dalam karnyanya tersebut. Salah satu kelemahan 
terbesar dalam tulisan Merriam tentang kekuasaan adalah, ketidakmampuan 
menarik perbedaan antara kekuasaan dan otoritas (kewenangan). 
Kekuasaan merupakan alat pemaksa dan mempunyai akibat fisik; otoritas 
juga dapat didasarkan atas persetujuan dan masih lebih efektif. Terdapat 
                                                             
3 Charles E. Merriam, “The Education of Charles Merriam” dalam Leonard D. White, ed., The Future 
of the Government in the United States, Chicago, 1942, hal. 12-13. 
4 Charles E. Merriam, Political Power, New York, 1934. 
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banya lembaga sosial dan politik yang menjalankan otoritas besar tetapi 
hanya mendasarkan pada persetujuan saja. Merriam menggunakan kedua 
istilah tersebut sebagai suatu sinonim, dan tidak mampu membedakan 
kekuasaan otoritas, yang dengan kuat menentang distribusi kekuasaan 
secara luas. 
Selanjutnya, Bertrand Russel merupakan salah seorang yang paling 
kuat menentang peranan kekuasaan. Russel percaya bahwa pemerataan 
kekuasaan, yang dilakukan dengan jalan pembagian kekuasaan, merupakan 
syarat yang lebih penting bagi kemerdekaan manusia daripada pemerataan 
ataupun pembagian kesejahteraan. Pemusatan kekuasaan politik pada 
Negara, baik di bawah sistem kapitalisme maupun komunisme, akan 
menghancurkan kemampuan manusia seperti halnya pemusatan kekuatan 
ekonomi. Otoritas dalam bentuk apa pun bagi Bertrand Russel merupakan 
pangkal antitesa kemerdekaan. Dia menentang semua bentuk organisasi 
kehidupan, apakah itu dari bidang agama, ekonomi ataupun politik, dan 
memandangnya sebagai penghancuran kreativitas yang bebas. 
Bertrand Russel mencoba mendukung argumentasinya untuk 
menentang kekuatan dengan sebuah analisa psikologis mengenai sifat 
manusia.5 Dia percaya bahwa suatu pembengkakan kekuatan Negara akan 
membahayakan baik lingkungan internasional maupun domestik, baik bagi 
Negara tersebut maupun bagi pihak yang menjadi sasaranya. “Orang-orang 
                                                             
5 Russel, Human Nature in Ethics and Politics, London, George Allen & Unwin, 1954. 
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yang menyandang kekuatan biasanya tidak mampu melakukan perundingan 
persahabatan (dengan negara-negara lain).6 Di pihak lain keluasan 
organisasi Negara akan menimbulkan suatu rasa “lemah dan 
ketidakmampuan menghadapi masalah besar” di antara rakyatnya. Negara-
negara modern, sebagai kebalikan dari negara-negara bangsa kecil di zaman 
Yunani Kuno atau di Italia pada abad pertengahan, hanya memberikan 
peluang yang kecil bagi pengembangan inisiatif sebagian besar rakyat dan 
gagal mengembangkan suatu rasa mampu (sense of ability) untuk 
mengendalikan nasib politiknya.7 “Penyandangan kekuatan”, tulisnya pada 
kesempatan lain, “memperdalam nafsu atau naluri untuk membalas dendam; 
oleh karena itu suatu Negara dimana kekuasaanya terpusatkan akan lebih 
suka berperang daripada Negara yang kekuatanya tersebar secara merata”.8 
Atas dasar inilah dia menentang komunisme, yang dipandangnya merupakan 
“suatu pendirian aristokrasi birokratis yang memusatkan kekuasaanya pada 
tanganya sendiri dan menciptakan suatu rezim sekedar penindas dan 
pencipta kesengsaraan seperti halnya kapitalisme”.9 Baik kediktatoran 
komunis maupun metode-metode kekerasanya, menurut Russel, berbahaya 
bagi apa yang mereka pandang menjadi alasan utama, dan bahaya ini 
“inheren dalam pemusatan kekuasaan” yang tidak bisa dihindari pada kedua 
                                                             
6 Russel, Principles of Social Reconstruction, London, George Allen & Unwin, 1920, hal. 47. 
7 Ibid., hal. 44. 
8 Russel, The Practice and Theory of Bolshevism, London, George Allen & Unwin, 1920, hal. 90. 
9 Ibid., halaman 92. 
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hal tersebut. Sepanjang hidupnya terus menyuarakan organisasi kehidupan 
politik yang tidak terkonsentrasi di tangan sekolompok kecil manusia. 
George Catlin mencoba mengembangkan sebuah teori sistematis atau 
kerangka konseptual bagi ilmu politik dalam mana kekuasaan ditempatkan di 
pusatnya. Politik dapat dipandang sebagai “studi tentang pemerintahan”, jika 
pemerintah berarti “pengawasan”, Catlin menggunakan definisi Max Weber 
tentang politik sebagai “perebutan kekuasaan atau usaha saling 
mempengaruhi dari para pemegang kekuasaan”. Menurutnya bidang kajian 
ilmu politik adalah “bidang studi tentang kontrol-kontrol sosial, atau lebih 
khusus lagi, tentang hubungan kontrol manusia, dan bahkan hewan, serta 
kehendak-kehendak”.10 “Politisasi” sesuai dengan apa yang dia maksudkan 
“perluasan pendekatan dengan studi tentang fungsi kontrol politik yang 
berlain-lainan di berbagai wilayah yang berbeda dari kekuasaan sipil”, dan  
manfaat berbagai hipotesa kekuasaan dipandang oleh Catlin sebagai 
“perubahan revolusioner kedua dalam ilmu politik” pada tahun-tahun terakhir 
yang sangat mempengaruhi sifat-sifat ilmu politik”.11 “Unit ilmu politik”, 
tambahnya, “adalah tindakan kontrol individu”. Oleh karenanya, politik adalah 
“hubungan kontrol dari kehendak-kehendak”.12 Catlin menyatakan dirinya 
sendiri “tanpa rasa malu telah memandang dari segi psikologi” karena 
                                                             
10 George E.G. Catlin, “Political Theory: What Is It?” dalam James A. Gould dan Vincent V. Thursby, 
ed., Contemporary Political Thought, Issues in Scope, Value and Direction, Holt, Rinehart and 
Winston, Inc., 1962, hal. 28. 
11 Ibid., halaman 29. 
12 Ibid., halaman 30. 
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Graham dan James Bryce telah mencoba menjastifikasi teorinya tentang 
kekuasaan dengan menggunakan psikologi. Menurut Catlin, ilmu politik 
merupakan studi mengenai “fenomena kontrol dengan suatu hipotesa awal 
yang menganggap pentingnya kekuasaan sebagai penentu, yang mendasar 
tapi sulit dimengerti”. Ilmu politik dapat digambarkan juga sebagai “ilmu 
tentang kekuasaan”.13 
Sementara masalah pemusatan kekuasaan telah ditulis dengan baik, 
konsep tersebut tidak dianalisa secara lebih mendalam oleh seorang ilmuwan 
politik pun, msekipun Catlin telah berupaya untuk melakukanya. Seseorang 
dapat mengatakan bahwa “urgensi untuk mendapatkan kekuasaan” tidak 
selalu psikologis; seringkali dapat merupakan patologi dan bahkan neurotis. 
Tetapi hal itu tidak dapat dianggap sepele sebagai keburukan (seperti yang 
tampaknya telah dilakukan Russel). Kasus-kasus “penarikan kembali” dan 
“kepasifan” juga tidak muncul dari keinginan untuk dikontrol atau didorong 
oleh pelarian semata yang diperlalukan sebagai faktor-faktor yang 
menggagalkan teas tersebut. Kenyataanya, kekuasaan kadang-kadang dapat 
digunakan secara lebih efektif dengan menjauhinya (sperti yang telah 
dilakukan Gandhi) daripada meraihnya. Hanya pada kontrollah semua 
organisasi sosial bersandar baik dari seorang atas orang lain, atau dari 
sebuah kelompok pada individu atau dari sebuah kelompok lain. Hal ini untuk 
                                                             
13 Ibid., halaman 31. 
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lebih menjamin kontrol-kontrol tersebut sehingga organisasi-organisasi 
kelembagaan mulai ada. 
Menurut dugaan Catlin, “kontrol-kontrol” tersebut muncul dari 
permintaan normal manusia bahkan dalam mencari kemerdekaan mereka 
sendiri lebih penuh, dan tidak muncul secara sederhana karena masyarakat 
harus memaksa mereka seperti sejenis mekanisme atau artefak peradaban, 
atas sifat naluri yang tidak rusak, ataupun bangsawan liar”.14 Catlin sangat 
memahami bahwa sifat manusia tidak hanya memerlukan kontrol-kontrol 
tersebut tetapi bahkan memintanya. “Hubungan yang terkait dari dua kutub 
permintaan akan kebebasan dan kekuasaan”, dipandangya sebagai the fons 
et erigo ilmu politik dan membandingkanya dengan hubungan yang terkait 
dalam permintaan, penawaran dan harga yang kompetitif dalam ilmu 
ekonomi. Dalam analisanya tentang konsep kekuasaan, Catlin menjelaskan 
bahwa hal itu tidak diidentikkan dengan apa yang dikenal sebagai posisi 
kekuasaan atau “pendominasian”, atau kekuatan militer. Dengan mengkritik 
pendapat Morgenthau yang terkenal bahwa “apa pun tujuan akhir dari politik 
internasional, kekuasaan selalu merupakan wujud utamanya”, dia 
mengatakan bahwa kerja sama juga bisa menjadi suatu bentuk kekuasaan, 
“mungkin lebih rumit dan sukar untuk membangunnya, tetapi juga lebih stabil 
daripada dominasi”.15 
                                                             
14 Ibid., halaman 33. 
15 Ibid., halaman 36. 
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Akan tetapi ketika kita melihat karya Laswell dan Kaplan, kita akan 
mendapatkan analisa tentang konsep kekuasaan yang paling rinci. “Konsep 
kekuasaan”, tulis mereka, “barangkali merupakan hal yang paling fundamen 
dari seluruh ilmu politik; proses politik adalah pembentukan, pembagian, dan 
penggunaan kekuasaan (dalam pengertian yang lebih luas, pada semua 
penerimaan nilai-nilai, atau pengaruh secara umum).”16 Laswell 
menyatakannya dengan menyetujui pandangan Catlin bahwa “politik, sebagai 
studi teoritis, memusatkan perhatian pada hubungan orang-orang, dalam 
asosiasi dan kompetisi, penyerahan diri dari kontrol, dalam rangka mencari, 
bukanya produksi dan konsumsi suatu keinginan, melainkan untuk memiliki 
jalan mereka dengan teman-teman mereka. Apa yang dicari orang dalam 
perundingan politik adalah kekuasaan.”17 Lasewll juga membedakan antara 
konsep politik umum dan bentuk-bentuk spesifiknya seperti yang diterapkan 
dalam politik. Definisi Russel tentang kekuasaan sebagai “produksi dari 
akibat-akibat yang disengaja” dapat diterapkan pada orang seperti halnya 
kelompok, tetapi kekuasaan dalam arti politik tidak bisa difahami sebagai 
kemampuan untuk menghasilkan akibat-akibat yang disengaja secara umum 
melainkan akibat-akibat tersebut muncul ketika secara langsung melibatkan 
orang lain. Jadi kekuasaan politik dibedakan dari kekuasaan atas alam atau 
kekuasaan atas manusai lain. Kekuasaan telah didefenisikan oleh Friedrich 
                                                             
16 Harold D. Laswell dan Abrahim Kaplan, Power and Society: A Framework for political Inquiry, 
New Haven and London, Yale University Press, 1950, hal. 75 
17 George E.G. Catlin, Science and Method of Politics, Alfred A. Knopf, 1927, hal. 210-211, dan 262. 
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sebagai “jenis hubungan tertentu dari manusia”,18 dan oleh Tawney sebagai 
“kemampuan seseorang, atau sekelompok manusia, untuk membentuk 
perilaku orang atau kelompok lain dalam hal-hal yang dia inginkan”.19 Dengan 
mendefenisikan kekuasaan sebagai partisipasi dalam membuat keputusan, 
Laswell menulis,  “pembuatan keputusan merupakan proses interpersonal: 
kebijakan-kebijakan yang akan ditujukan pada orang lain adalah yang 
mereka putuskan sendiri. Kekuasaan sebagai partisipasi dalam pembuatan 
keputusan adalah suatu hubungan interpersonal.”20 Laswell sependapat 
dengan Friedrich ketika dia mengatakan bahwa barang-barang maupun ide-
ide merupakan “kekuasaan yang diambil oleh mereka sendiri”. Untuk 
mengubah hal tersebut menjadi kekuasaan, si pencari kekuasaan harus 
menemukan manusia-manusia yang menilai barang-barang tersebut cukup 
memadai untuk mematuhi perintah-perintahnya.”21 
Bukan saja pertanyaan “kekuasaan bagi siapa” yang harus 
diputuskan, tetapi juga kekuasaan “dalam berbagai kekhususanya”. Menurut 
Laswell, kekuasaan adalah “suatu bentuk pelaksanaan pengaruh yang 
khusus”, “proses pendekatan kebijakan-kebijakan pihak lain dengan bantuan 
(yang aktual ataupun ancaman) penyitaan-penyitaan yang kasar bagi 
                                                             
18 C.J. Friedrich, Constitusional Government and Politics, Harper, 1937, hal. 12-14. 
19 R.H. Tawney, Equality, Harcourt, Brace, 1931, halaman 230. 
20 Harold D. Laswell, op.cit., halaman 75-76. 
21 C.J. Friedrich, op.cit., halaman 12. 
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ketidaksepakatan atas kebijakan-kebijakan yang ditujukan”.22 Dalam hal ini, 
Laswell sependapat dengan Merriam dalam menolak ide bahwa pelaksanaan 
kekuasaan umumnya selalu bersandar pada kekerasan, atau bahwa esensi 
situasi kekuasaan adalah paksaan, dalam artian kekerasan dan kekerasan 
fisik.”23 Kekuasaan dapat bersandar pada keyakinan dan loyalitas, kebiasaan 
dan apati, seperti halnya kepentingan. Bahkan tekanan-tekanan tidak selalu 
mengambil bentuk kekerasan. Kekuasaan hanya mendorong suatu kontrol 
efektif atas kebijakan; alat yang menjadikan kontrol efektif mungkin banyak 
dan beragam. 
Kekuasaan politik merupakan suatu istilah yang kompleks yang selalu 
berkaitan dengan bentuk kekuasaan yang lain, seperti kemakmuran, 
persenjataan, kekuasaan, sipil, pengaruh atas opini yang tak satupun dapt 
dipandang sebagai sub-bagian dari yang lain. Konsep homo politicus atau 
manusia politik, “yang nilai-nilai, yang mengharapkan kekuasaan untuk 
menentukan kekuasaan, dan mengidentikkan dengan yang lain sebagai alat-
alat untuk memperkuat posisi kekuasaan’ adalah suatu idealisasi, 
diperkirakan dalam sejarah manusia tetapi tak pernah tercapai dan berjalan 
sebagaimana yang diusahakan. Pandangan yang dipegang oleh Hobbes 
bahwa hasrat umum dari semua ummat manusia adalah “suatu keinginan 
yang abadi dan tak pernah selesai untuk mendapatkan kekuasaan demi 
                                                             
22 Ibid., Halaman 76. 
23 Charles Merriam, Political Power, McGraw Hill, 1934, hal. 20.  
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kekuasaan, yang diketahui hanya ketika mati”, atau pengungkapanya yang 
lebih modern oleh Michels bahwa “dia yang telah memegang kekuasaan 
akan hampir selalu berusaha untuk mempertahankan dan memperbesarnya” 
merupakan pernyataan-pernyataan yang mungkin digunakan sebagai 
patokan untuk menghakimi sejauh mana situasi tertentu bergeser dari 
bayangan teoritisnya.”24 Kasus-kasus tentang manusia yang menganggap 
suci kekuasaan demi penghormatan, kesejahteraan dan nilai-nilai lainya. 
Teori elit, Teori kelompok dan Teori Kekuasaan semuanya 
menyangkut masalah yang sangat berhubungan. Seperti yang ditujukan 
Meehan, pada analisa terakhir semua teori tersebut mempermasalahkan 
kekuasaan. Teori elit, khususnya dalam bentuk awalnya, menarik studi politik 
pada studi hubungan kekuasaan. Kesahihan yang sama dengan Teori 
kelompok. “Konfigurasi kekuasaan”, tulis Macridis, “pada dasarnya 
merupakan konfigurasi kepentingan-kepentingan yang saling berkompetisi 
dan berjuang yang diorganisasikan ke dalam kelompok”.25 Tanpa suatu dasar 
konseptual yang memadai dalam mempelajari kekuasaan, baik teori elit 
maupun teori kelompok akan kehilangan manfaatnya. Akan tetapi kekuasaan 
dapat menjadi konsep yang sulit dibatasi, seperti seperti yang dikemukakan 
oleh Kaplan dan Laswell. Jika kekuasaan dianggap sama dengan uang 
dalam ilmu ekonomi, seseorang akan segera menemui kesulitan, Karena 
                                                             
24 Thomas Hobbes, Leviathan, 1951, Bab XI. Roberto Michels, Political Parties, Hearst International 
Library, Hal. 207. 
25 Roy C. Marcidis dan Bernard E. Brown, op.cit., halaman 139. 
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uang mungkin dapat membeli semua benda material, sementara terdapat 
beberapa sektor dalam kehidupan politik di mana kekuasaan yang terbukti 
efektif di satu sektor, dapat sama sekali tidak efektif di sektor-sektor lainya. 
Kekuasaan juga tak dapat diperlakukan sebagai sesuatu yang 
eksklusif, seperti yang dilakukan oleh Morgenthau atau bahkan sebagai 
faktor utama dalam membentuk politik. 
B. Fungsi dan Peran Pemerintah 
Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam 
kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap 
kelompok termasuk dalam keluarga. Masyarakat sebagai suatu gabungan 
dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur 
pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, istirahat, pakaian 
dan makanan. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia perlu bekerja 
sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder 
maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang 
disepakati bersama, dan institusi sosial yang berlaku sebagai kontrol dalam 
aktivitas dan mengembangkan masyarakat. 
Kebutuhan sekunder tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, 
menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat. 
Dengan timbulnya kebutuhan dasar dan sekunder tersebut maka terbentuk 
pula institusi sosial yang dapat memberi pedoman melakukan kontrol dan 
mempersatukan (integrasi) anggota masyarakat (Malinowski dalam Garna, 
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1996 : 55). Untuk membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat 
membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka, yang menurut 
Rosseau (terjemahan Sumardjo, 1986 : 15) adalah konflik kontrak sosial 
(social contract). Adanya kontrak sosial tersebut selanjutnya melahirkan 
kekuasan dan institusi pemerintahan. 
Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu 
sistem ketertiban di dalam masyasrakat, sehingga masyarakat tersebut bisa 
menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan 
masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran 
pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah 
modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada 
masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi 
untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 
anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai 
kemajuan bersama (Rasyid, 2000 : 13). Osborne dan Gaebler (terjemahan 
Rosyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis 
lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah 
mencari cara untuk menyenangkan warganya.  
Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman 
bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak 
masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, 
bahkan Van Poelje (dalam hamdi, 1999 : 52) menegaskan bahwa 
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pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan 
bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan 
umum. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu 
mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana 
sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan 
pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, 
masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya 
mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati 
masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah 
hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga 
keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi 
sosial dan sebagainya. 
Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir 
karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan 
hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara 
pemerintah denganrakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu 
posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang 
apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk 
melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Ndraha (2000 : 
70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas 
kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah 
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adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat 
pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil. 
Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan 
bahwa: Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur 
masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih 
menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah 
urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas 
mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi 
jabatan birokrasi. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000:13) yang menyebutkan 
secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup: Pertama, 
menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, 
dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan. Kedua, 
memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara 
warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam 
masyarakat dapat berlangsung secara damai. Ketiga, menjamin 
diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa 
membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. 
Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam 
bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non 
pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 
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Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: 
membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak 
terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor 
kegiatan yang produktif, dan semacamnya. Keenam, menerapkan kebijakan 
ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju 
inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan 
domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung 
menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, 
menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan 
hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.  
Lebih lanjut di bagian lain Rasyid (2000 : 59), menyatakan bahwa 
tugastugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: 
pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan 
(development). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, 
pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan 
pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh 
Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus 
menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi 
primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang 
baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, 
pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan 
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(empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan danmelakukan 
program pemberdayaan. 
Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, 
menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat 
besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber 
daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung 
oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang 
berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan 
oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang 
terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan 
masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam 
hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
C. Hak Sipil dan Hak Politik dalam Demokrasi 
Banyak fakta menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang 
berkaitan dengan penegakan HAM merupakan persoalan yang dirasakan 
semakin serius dan mendesak untuk direalisasikan. Tidak saja menjadi 
desakan kebutuhan objektif domestik suatu bangsa tetapi sekaligus juga 
merupakan kebutuhan objektif internasional. 
Memperjelas kenyataan ini, dapat diungkapkan beberapa contoh 
seperti : penindasan Zionisme Israel atas rakyat Palestina yang terus 
berkelanjutan, penindasan rezim militer Myanmar atas kaum muslim 
Rohingya, kerusuhan rasial di Los Angeles, pembersihan etnis Bosnia oleh 
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Serbia di mantan Yugoslavia dan kelaparan mengerikan di Somalia serta 
sederetan fakta lainnya, dan yang paling aktual adalah diekstradisinya orang-
orang bangsa Arab dari Amerika serikat baru-baru ini. Juga tentu saja 
peristiwa kelam dari rentetan sejarah bangsa Indonesia, Peristiwa G 30 
S/GESTAPU 
Tuntutan penegakan HAM terutama Hak Sipil dan Hak Politik 
menemukan momentumnya dengan terjadinya gelombang demokratisasi 
ketiga. Sebagaimana dikemukakan Huntington (1991)26 dan arus deras 
globalisasi. Gelombang demokratisasi ketiga yang dimulai sejak tahun 1974 
hingga kini telah berhasil secara signifikan membawa banyak negara keluar 
dari kungkungan rezim otoritarian atau totalitarian menuju format politik yang 
demokratis. Meminjam istilah Francis Fukuyama dalam The End of History 
(1991)27 “virus demokrasi” telah mengalami pertumbuhan yang paling subur 
karena berjalan seiring dengan globalisasi. Akibatnya lebih dari 35 negara 
mengalami demokratisasi pada masa 1974-1990. 
Dalam tataran teoritis yuridis-formal, tuntutan penegakan hak sipil dan 
politik telah terakomodir di dalam Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan 
Politik (International Convenan on Civil and Political Rights = ICCPR) yang 
ditetapkan Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan 
dinyatakan berlaku sejak 23 Maret 1976. Menurut Haryanto (2000) sampai 
                                                             
26 Huntington, Samuel P. (1991). Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta : Rajawali Press. 
27 Fukuyama, Francis. (1992). The End of Hystory and the Last Man. London : Itamish Hamilton. 
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pertengahan tahun 2000 konvenan ini telah diratifikasi oleh 144 negara dari 
161 negara anggota PBB dan negara Indonesia sampai saat itu belum 
tercatat sebagai negara peratifikasi konvenan tersebut. Hanya pada masa 
Presiden Habibie Indonesia baru “berani” meratifikasi dua konvensi di bawah 
Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik yakni Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi dan Konvensi Anti Penyiksaan (Haryanto, 2000). Baru 
pada tanggal 31 September 2005 Konvenan Hak Sipil dan Politik tersebut 
diratifikasi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.  
Adanya kesenjangan yang belum sepenuhnya terjembatani antara 
pengakuan terhadap prinsip hak-hak sipil dan politik dalam konsep teoritis 
yuridis-formal dan praktek politik pelaksanaan HAM secara empiris, 
merupakan permasalahan yang tak habis-habisnya untuk dikemukakan. 
Tulisan ini tidak berpretensi mengelaborasi masalah di atas namun hanya 
mengemukakan alternatif pemikiran logis dan sederhana seputar hal berikut : 
Pertama, apakah urgensi penegakan hak-hak sipil dan politik berikut 
sejarahnya? Kedua, apakah hak-hak sipil dan politik dalam Konvenan 
Internasional berikut implikasinya? Terakhir, apakah faktor yang menentukan 
tegaknya hak-hak sipil dan politik dalam suatu negara? 
a. Urgensi Penegakan Hak-hak Sipil dan Politik 
Mengapa hak-hak sipil dan politik itu perlu ditegakkan dan 
bagaimana sejarah penegakan hak-hak tersebut akan diuraikan 
dalam paparan berikut.  
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Inti dari penegakan hak-hak sipil dan politik adalah untuk 
melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari 
penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan 
tugas negara dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga 
malam ke fungsi mewujudkan kesejahteraan warga negara (welfare 
state). Campur tangan negara yang terbuka luas tersebut 
mengharuskan adanya sejenis tertib peraturan hukum untuk 
melindungi perlakuan sewenang-wenang negara terhadap warga 
negara. 
Pada prinsipnya setiap negara demokratis memuat jaminan 
hak-hak asasi termasuk hak-hak sipil dan politik dari setiap orang 
atau penduduk pada konstitusi negara. Namun semuanya sangat 
tergantung pada political will penguasa untuk memberikan ruang 
bagi keberadaan hak-hak sipil dan politik tersebut. Pada tataran ini 
diperlukan upaya kedua belah pihak agar tidak terjadi tindak-tindak 
penindasan ataupun pengekangan pelaksanaan hak-hak sipil dan 
politik setiap orang ataupun warga negara yang berada di negara 
tersebut. 
Perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik telah dimulai 
jauh sebelum hak-hak tersebut dijamin dalam Konvenan 
Internasional. Entry-pointnya terjadi pada awal abad ke-13 di 
Inggris yang pada waktu itu terjadinya perlawanan para bangsawan 
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terhadap tindakan sewenang-wenang Raja John sehingga 
memaksa putra Raja Henry I itu mengeluarkan perjanjian yang 
dikenal dengan Magna Charta 1215. Peristiwa yang terjadi di 
padang rumput pinggiran sungai Thames tersebut akhirnya menjadi 
inspirasi dasar bagi perjuangan kebebasan manusia di berbagai 
negara lainnya seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776 dan 
Deklarasi HAM dan hak warga negara Perancis pada 1789. 
Dengan terwujudnya DUHAM, 10 Desember 1948 
memberikan peluang bagi perjuangan hak-hak sipil dan politik 
secara universal. Langkah awal dilakukan dengan membentuk 
Komisi HAM tahun 1952 bagi penyusunan Konvenan Sipil dan 
Politik yang mengacu ke pasal 1-22 DUHAM. Draf naskah 
konvenan akhirnya selesai tahun 1954 dan ditetapkan Majelis 
Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Baru tahun 1976 
konvenan ini berlaku setelah memenuhi persyaratan diratifikasi 
oleh 35 negara. Negara-negara yang telah meratifikasi konvenan 
ini terikat pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh 
Komite HAM (Human rights Committee). Komite ini diatur secara 
khusus dalam bagian tersendiri Konvenan, yang meliputi pasal 28 
hingga 45. 
Tugas komite menyangkut tiga hal. Pertama, mengkaji 
laporan-laporan dari berbagai negara yang telah meratifikasi 
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konvenan tersebut. Laporan ini memuat langkah-langkah yang 
telah ditempuh oleh negara yang bersangkutan dalam perlindungan 
hak sipil dan politik serta kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam 
pemenuhan hak-hak tersebut. Kedua, menerima, 
mempertimbangkan dan menengahi keluhan dari satu anggota 
mengenai anggota lain yang dinilai melanggar berbagai ketentuan 
dalam konvenan tersebut. Ketiga, menerima, mempertimbangkan 
serta menengahi keluhan dari warga negara suatu negara yang 
merasa dilanggar haknya. 
b. Hak Sipil dan Politik dalam Konvenan Internasional 
Karel Vasak ahli hukum Perancis sebagaimana dikutip 
Haryanto (2000),28 membagi sejarah perkembangan HAM dalam 
tiga generasi. Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik 
yang berimplikasi pada tuntutan masyarakat terhadap perlakuan 
sewenang-wenang dari penguasa. Generasi kedua adalah hak 
ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ini muncul sebagai buah 
dari ketidakadilan sosial dimana perjuangan masyarakat berpusat 
pada tuntutan atas pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. 
Generasi ketiga dikenal sebagai hak solidaritas, yang muncul 
menjelang akhir abad 20. Hak ini diperjuangkan tidak hanya 
                                                             
28 Haryanto, Ignatius, dkk.(2000). Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik : Panduan Bagi 
Jurnalis. Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. 
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semata-mata untuk kepentingan individu tetapi juga kepentingan 
kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa secara historis penegakan 
hak sipil dan politik merupakan upaya awal perjuangan penegakan 
HAM. 
Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik merupakan 
perangkat aturan PBB yang paling lengkap dengan jumlah 53 
pasal, diantaranya sebagai berikut : 
1. Pasal 6 Hak atas kehidupan 
2. Pasal 7 Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak 
manusiawi 
3. Pasal 8 Bebas dari perbudakan dan kerja paksa 
4. Pasal 9 Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi 
5. Pasal 10 Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi 
6. Pasal 11 Bebas dari penahanan atas utang 
7. Pasal 12 Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal 
8. Pasal 13 Kebebasan bagi warga negara asing 
9. Pasal 14 Hak atas pengadilan yang jujur 
10. Pasal 15 Perlindungan dari kesewenang-wenangan 
hukum kriminal 
11. Pasal 16 Hak atas pengakuan yang sama dihadapan 
hukum 
12. Pasal 17 Hak atas kebebasan pribadi (privasi) 
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13. Pasal 18 Bebas untuk berpikir, bereyakinan, dan 
beragama 
14. Pasal 19 Bebas untuk berpendapat dan berekspresi 
15. Pasal 20 Larangan propaganda perang dan diskriminasi 
16. Pasal 21 Hak untuk berkumpul 
17. Pasal 22 Hak untuk berserikat 
18. Pasal 23 Hak untuk menikah dan berkeluarga 
19. Pasal 24 Hak anak 
20. Pasal 25 Hak berpolitik 
21. Pasal 26 Kesamaan di muka hukum 
22. Pasal 27 Hak bagi kaum minoritas 
Bila dicermati lebih lanjut hak sipil dan politik yang tercantum di dalam 
ICCPR dapat diklasifikasikan atas dua bagian. Bagian pertama adalah hak-
hak absolut dengan kata lain hak yang harus ditegakkan dan dihormati dalam 
keadaan bagaimanapun seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari 
penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena 
gagal memenuhi perjanjian (hutang), hak bebas dari pemidanaan yang 
berlaku surut, hak atas kebebasan berpikir dan sebagainya. Sementara 
bagian kedua, hak-hak yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara 
seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan 
menyatakan pendapat atau berekspresi, hak atas kebebasan berserikat, hak 
untuk mendapatkan dan memberi informasi dan lain sebagainya. 
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Di sisi lain secara empiris terdapat beberapa indicator penjelas tentang 
keberadaan hak sipil dan politik dalam suatu negara, diantaranya (1) 
terdapatnya partisipasi politik yang tinggi, baik secara kualitas maupun 
kuantitas ; (2) terdapatnya kebebasan individu untuk berbeda pendapat ; (3) 
kebebasan pers dan hak untuk memperoleh informasi ; (4) terjaminnya hak 
untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat ; (5) hak untuk beroposisi ; 
(6) terdapatnya penegakan hak petisi, berdemonstrasi. 
Beberapa indikator tersebut menjadi masukan bagi lembaga 
pengawas (Komite HAM) dalam memberikan pertimbangan terhadap laporan-
laporan yang masuk dari negara-negara yang meratifikasi maupun dari aktor 
politik lainnya. 
a. Faktor-faktor yang Menentukan Tegaknya Hak Sipil dan Politik 
dalam Suatu Negara 
Pada prinsipnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi 
tegaknya hak sipil dan politik dalam suatu negara. Anja Jetschke 
sebagaimana dikutip Risse, et al, 1999) menyebutkan setidaknya 
ada tiga faktor yang saling berintraksi dalam menentukan 
penegakan sekaligus penghormatan HAM yaitu negara, 
masyarakat dan masyarakat internasional (Risse, 1999). Jika 
dielaborasi lebih lanjut pendapat tersebut bisa dikembangkan 
kedalam empat factor sebagai berikut :  
1. Karakteristik suatu rezim 
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Demokratis atau tidaknya suatu rezim merupakan salah satu 
faktor penentu tegaknya hak sipil dan politik warga negara. 
Pemahaman demokrasi secara mendasar adalah persamaan dan 
kebebasan serta adanya kontrol yang efektif dari masyarakat 
terhadap kekuasaan (Eep Saefulloh Fatah, 2000).29 Nilai-nilai 
dasar demokrasi ini pada hakekatnya paralel bagi penegakan hak-
hak sipil dan politik. Di negara-negara yang demokratis hak sipil 
dan politik mendapat perlindungan yang paling kuat. Harold Crouch 
sebagaimana dikutip Munandar (1993)30 menyatakan bahwa ada 
hak-hak tertentu yang memang baru dapat dinikmati kalau proses 
demokratisasi telah dimulai seperti hak untuk mengkritik 
pemerintah seperti apa adanya, hak membentuk organisasi, hak 
untuk dipilih secara langsung dalam pemilu. Dengan kata lain 
hanya pada Negara-negara yang menganut sistem politik 
demokratis yang dapat memberikan jaminan dan perlindungan 
terhadap hak sipil dan politik. Hal ini disebabkan hak sipil dan 
politik tergolong kepada hak-hak negatif, artinya hak-hak dan 
kebebasan tersebut akan dapat terpenuhi apabila peran negara 
dibatasi. 
                                                             
29 Fatah, Eep Saefulloh. (2000). Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru : Masalah dan Masa Depan 
Demokrasi Terpimpin Konstitusional. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 
30 Munandar, Haris (eds.).(1994). Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia. 
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 
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Hanya pada rezim yang demokratis, terdapat peluang untuk 
melaksanakan partisipasi politik, kebebasan memilih cara 
berpolitik, kebebasan berkelompok dan melakukan aksi kelompok, 
kebebasan berkompetisi dan konflik, kebebasan melakukan unjuk 
rasa serta berbagai partisipasi yang bersifat non konvensional 
lainnya dengan intensitas tinggi. 
2. Penyertaan hak sipil dan politik pada konstitusi dan turunannya 
Nardulli menyebutkan bahwa prasyarat sebuah konstitusi 
yang dianggap baik yaitu (1) memberdayakan sekaligus membatasi 
kekuasaan pemerintah ; (2) menggambarkan (atau merumuskan) 
kontrak sosial yang berlaku dalam hubungan antara masyarakat 
dengan negara ; (3) menyediakan ruang publik yang memadai ; 
dan (4) mekanisme kontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan 
(Imawan, 1999). 
Dari keempat syarat tersebut secara implisit diantaranya 
dapat dijelaskan bahwa suatu konstitusi yang baik harus memuat 
hak-hak asasi manusia atau hak-hak yang harus dimiliki Warga 
negaranya. Pengintegrasian HAM (termasuk hak sipil dan politik 
sebagai bagian imperatif dari konstitusi moderen telah dilakukan 
oleh banyak negara. Bahkan di negara seperti India, hak-hak 
minoritas dijamin secara tegas di dalam konstitusinya terlepas 
masih tetap problematiknya interpretasi tentang dasar penentuan 
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status minoritas-mayoritas. Contoh lain adalah negara Norwegia 
dimana konstitusinya melarang dengan tegas untuk menyertakan 
pertanyaan “agama dan afiliasi politik” dalam setiap wawancara 
yang dilakukan pada proses rekrutmen pejabat publik. Di Indonesia 
pengaturan tentang hak sipil dan politik pada dasarnya termuat 
dalam peraturan perundang-undangan, walaupun tidak dirumuskan 
pembagian hak-haknya secara tegas seperti ditemui dalam 
Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR 
No.XVII tahun 1998 tentang HAM, UU No.39 tahun 1999 tentang 
HAM dan perangkat peraturan lainnya seperti KUHP dan KUHAP. 
3. Budaya politik masyarakat 
Dalam tipologi Almond (1984), budaya politik masyarakat 
yang memberi peluang untuk tumbuh kembangnya kehidupan 
demokratis adalah budaya politik partisipan. Budaya politik ini 
adalah suatu bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat 
cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai 
keseluruhan dan demikian juga struktur serta proses politik. Dalam 
konteks ini masyarakat sangat menyadari peran dan tanggung 
jawabnya sebagai warga negara. Selanjutnya warga negara dapat 
menidentifikasikan hak sipil dan politik serta menemukan cara yang 
wajar untuk memenuhi hak-hak tersebut. Kehidupan masyarakat 
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yang partisipatoris serta demokratis ini sangat ditentukan oleh pola 
hubungan negara dengan masyarakat. 
Eko (2004) menyatakan bahwa terdapat tiga pola hubungan 
negara dengan masyarakat yaitu (1) zero-sum game ; (2) 
positivesum game ; dan (3) negative-sum game. Zero-sum game 
menunjukkan kekuatan negara berbanding terbalik dengan 
kekuatan masyarakat. Sementara itu positive-sum game 
menunjukkan hubungan timbal balik antara kedua aktor tersebut 
memberikan peningkatan pada keduanya. Sedangkan negative-
sum game memberi petunjuk bahwa negara memiliki kemampuan 
yang menurun dan masyarakat berada dalam keadaan terpecah 
dan tidak mampu melakukan bargaining dengan negara. Dari 
ketiga pola hubungan tersebut, pola hubungan negara dan 
masyarakat yang berada pada wilayah “positive-sum game”-lah 
yang dapat dipercaya menumbuh kembangkan budaya politik 
partisipan.31 
4. Aura politik internasional tentang HAM 
Penegakan HAM juga dipengaruhi oleh penerimaan suatu 
Negara terhadap cara pandang politik internasional tentang HAM. 
Terdapat dua cara pandang universalisme dan relativisme kultural. 
Negara-negara yang melihat HAM melalui cara pandang universal 
                                                             
31 Eko, Sutoro. (2004). Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : APMD Press. 
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berpandangan bahwa pelaksanaan HAM tidak dipengaruhi oleh 
perbedaan negara, ideologi, tingkat kemajuan ekonomi, etnisitas, 
agama, kultur dan sebagainya. Cara pandang ini dianut oleh 
negara-negara Barat. Sedangkan cara pandang relativisme kultural 
yang banyak dianut oleh bangsa-bangsa Timur beranggapan 
bahwa pelaksanaan HAM sangat tergantung oleh perbedaan 
kultural antar bangsa. Dalam prakteknya kedua cara pandang ini 
mengandung bias politik dan ideologi. 
Berdasarkan uraian diatas, Kesadaran akan konsep HAM 
termasuk di hak sipil dan politik timbul justru karena hak-hak 
tersebut sering dilanggar. Oleh karena itu perlu upaya serius dari 
semua pihak, baik negara maupun masyarakat beserta elemen-
elemenya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar 
mereka dapat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan HAM-nya 
serta sekaligus menemukan cara bagaimana memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan tersebut. 
D. Panopticon 
Panopticon adalah jenis bangunan kelembagaan yang dirancang oleh 
filsuf Inggris dan sosial teori, Jeremy Bentham di akhir abad kedelapan belas. 
Konsep desain ini adalah untuk memungkinkan pengamat untuk mengamati 
(-OPTICON) semua (pan-) penghuni lembaga tanpa mereka bisa 
mengatakan apakah atau tidak mereka sedang diawasi. 
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Desainnya terdiri atas struktur melingkar dengan "inspeksi rumah" di 
pusatnya, dari mana para manajer atau staf lembaga dapat menonton para 
tahanan, yang ditempatkan di sekitar perimeter.Bentham disusun rencana 
dasar sebagai sama berlaku untuk rumah sakit, sekolah, poorhouses, dan 
madhouses, tapi dia mengabdikan sebagian besar usahanya untuk 
mengembangkan desain untuk Panopticon penjara , dan itu adalah penjara 
yang paling banyak dipahami oleh istilah tersebut. Bentham sendiri 
menjelaskan Panopticon sebagai "modus baru memperoleh kekuatan pikiran 
atas pikiran”, dalam jumlah sampai sekarang tanpa contoh. 
Selanjutnya, Pada abad ke-17 dan 18 disiplin adalah sarana untuk 
mendidik tubuh. Praktik disiplin diharapkan melahirkan tubuh-tubuh yang 
patuh. Hal ini tidak hanya terjadi di penjara, tetapi juga dalam bidang 
pendidikan, tempat kerja, militer dan sebagainya. Masyarakat selanjutnya 
berkembang menurut disiplin militer. Foucault beranggapan bahwa di era 
monarkial tiap proses penghukuman kriminal baru dianggap serius apabila 
telah melibatkan elemen penyikasaan tubuh dalam pelaksanaannya. 
Pelaksanaan disiplin amat berhubungan dengan kuasa yang 
mengontrol. Foucault menguraikan bahwa fenomena disiplin tubuh selalu 
dikontrol oleh dua instrumen disiplin  yang diterapkan dari disiplin militer 
dalam masyarakat. Pertama, melalui observasi hirarkis atau kemampuan 
aparatus untuk mengawasi semua yang berada di bawahnya dengan satu 
kriteria tunggal. Panopticon yang terungkap dalam menara sebagai pusat 
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penjara adalah bentuk fisik dari instrumen ini. Dengan adanya panopticon ini 
kekuasaan sipir menjadi sangat besar sebab para tawanan berusaha 
menahan diri mereka sendiri. Mereka takut dipantau. Kehadiran struktur itu 
sendiri sudah merupakan satu mekanisme kekuasaan dan disiplin yang luar 
biasa. 
Instrumen kedua adalah menormalkan penilaian moral dan 
menghukum para pelanggar moral. Dalam hal ini kekurangan disamakan 
dengan kejahatan. Selain dipenjarakan, orang-orang yang menyimpang 
dipertontonkan. Maksudnya adalah menunjukkan kepada masyarakat betapa 
dekatnya manusia dengan binatang, dan manusia lain akan diperlakukan 
secara yang sama apabila mereka keluar dari batas-batas yang dipandang 
waras oleh masyarakat. Dalam keseluruhan penanganan atas 
penyimpangan-penyimpangan ini, psikiater atau aparat sebenarnya tidak 
berperan sebagai ilmuwan, tetapi sebagai kekuasaan yang mengadili. 
Foucault membayangkan menara pengawas dalam panoptisme selain 
dioperasikan oleh petugas, dapat dipergunakan oleh banyak individu dengan 
pelbagai kepentingan. Ia dapat menjadi tempat seorang filsuf yang haus 
pengetahuan akan manusia menjadi museum manusia. Ia bahkan menjadi 
tempat bagi mereka yang tergolong mempunyai sedikit penyimpangan 
seksual memperoleh kenikmatan dengan mengintip orang-orang. Dalam 
panoptisme inilah Foucault memperlihatkan adanya kekuasaan yang 
teselubung dalam pelbagai institusi dan lembaga 
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E. Kerangka Pemikiran 
Perisitwa politik yang terjadi pada tahun 1965-1966 merupakan 
sebuah konflik terpanjang pasca kemerdekaan. Juga merupakan tonggak 
bersejarah dalam perjalanan bangsa ini yang bukan hanya mampu 
meruntuhkan sebuah rezim, tetapi juga melahirkan sebuah “stigma buruk”, 
sebuah bentuk “pemberian identitas”, penghapusan hak sipil, sosial dan 
politik, oleh sebuah rezim yang telah mengakar dalam masyarakat terhadap 
mereka yang di cap sebagai “orang-orang komunis”. Sementara bagi mereka 
yang telah mendapat identitas baru sebagai “Tahanan Politik” (TAPOL) hal ini 
juga berarti telah di anggap sebagai sekelompok masyarakat yang patut di 
waspadai setiap gerak-gerik dan aktifitas politiknya. “Tahanan Politik” ialah 
suatu oknum rechtpersoon, yang bagi rezim diposisikan sebagai onbekwaan. 
Secara ragawi ia tidak kapabel, dan secara jiwani ia tidak kompeten, 
demikian anggapan yang selama ini terbangun di tengah-tengah masyarakat. 
Melalui reformasi, serta gelombang besar pelepasan “Tahanan Politik” 
setelahnya, dan di tengah-tengah upaya pengakuan terhadap hak sipil dan 
politik masih ada rambu-rambu atau batasan-batasan sosial politik yang 
membatasi ruang gerak serta partisipasi politik yang terbuka secara luas 
terhapad para eks. Tahanan Politik ini. Slogan-slogan “dikembalikan ke 
tengah-tengah masyarakat” tidak berarti serta merta “dibebaskan dari segala 
macam bentuk isolasi dan stigma buruk yang telah terbangun”. Dalam slogan 
“dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat” sama sekali tidak mengandung 
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petunjuk, bahwa hak-hak sosial, sipil dan hak politik eks. Tahanan Politik 
dipulihkan secara utuh. Sebagai anggota masyarakat yang memiliki peran 
sebagai social being atau zoon politicon sebagaimana yang pernah mereka 
miliki. 
Dengan demikian, untuk memudahkan penulis dalam memahami 
sejauh mana stigma yang telah dibangun dalam masyarakat ini, mampu 
mempengaruhi konstalasi politik dan tantangan menuju proses demokrasi 
yang berlandaskan pada spirit reformasi dan HAM, dan bagaimana peran 
serta pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pengakuan 
hak sipil dan hak politik eks. Tahanan politik ini, maka perlu digambarkan 
dalam kerangka pemikiran, yang menghubungkan antara gambaran objektif 







































 Partisipasi Politik 
 HAM 
 Hak Sipil dan Hak 
Politik 
 Sistem Mobilitas 
 Zoom Politicon 
 Rekonsiliasi 






A. Lokasi Penelitian 
Peneliti mengambil beberapa lokasi pada daerah kecamatan di Kota 
Kendari, yaitu daerah dengan pertimbangan bahwa lokasi yang dimaksud 
merupakan interpretasi baik secara demografis, kultural dan geografis dari 
Kota Kendari, serta yang paling utama, merupakan salah satu daerah yang 
menjadi kamp pemukiman eks. Tapol Orde Baru bertempat di wilayah 
administratif Kecamatan Baruga – kamp pemukiman nanga-nanga yang terus 
mengalami kehidupan politik yang dinamis semenjak era reformasi.  
Perubahan yang terjadi meliputi pergantian kepemimpinan 
pemerintahan setempat, potret mengenai suksesi pemilihan, pola 
distribusi/alokasi kepentingan, lobi politik serta system social politik yang 
berlaku di dalamnya mengidentifikasikan sebuah dinamika kehidupan politik 
yang kompleks. Selanjutnya, di tengah masyarakat hadir sebuah stigma yang 
mengakar dan mengambil peran dalam mempengaruhi dinamika politik, yakni 
stigma yang menjadikan eks. Tapol Orde Baru di anggap sebagai orang-
orang yang patut diwaspadai oleh Negara. Hal ini mengindikasikan adanya 
sebuah tantangan menuju proses dmokratisasi yang berlandaskan pada 
upaya pengakuan hak sipil dan hak politik. Dengan demikian turut memberi 





B. Tipe dan Desain Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. Dalam penelitian ini, 
penulis melakukan langkah pertama dengan menentukan informan kunci (key 
informan) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Alasan 
penulis memilih tipe dan desain penelitian secara deskriptif kualitatif karena 
dengan tinjauan tersebut, akan sangat membantu mendapatkan data atau 
informasi secara faktual tentang kondisi objektif dan peran serta pemerintah 
dan seluruh elemen terkait dalam upaya rekonsiliasi dan persamaan hak 
politik eks Tapol Orde Baru. Untuk menganalisis hal tersebut diperlukan 
suatu metode guna mengenal aspek-aspek yang melatarbelakanginya dan 
tatangan apa saja yang dihadapi selama ini, dimana kesemuanya merupakan 
suatu mata rantai tak terpisah hubungannya satu sama lain, dan dianggap 
penulis dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif akan sangat 
membantu dalam proses penelitian yang dilakukansehingga mampu 
mendapatkan data dan informasi yang faktual dan tepat. 
C. Pemilihan Informan 
Selama penelitian, penulis menggunakan teknik snowballing. Cara 
memperoleh informan dengan teknik ini yang pertama adalah menemukan  
gatekeeper yang paham tentang objek penelitian dan dapat membantu 
penulis selama penelitian ini sekaligus orang pertama yang diwawancarai, 
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kemudian dapat menunjukkan informan lain yang lebih paham dan dapat 
diwawancarai untuk melengkapi informasi yang sudah didapat penulis 
D. Sumber Data 
1. Data Primer 
Sebagaimana dalam penelitian kualitatif  maka penulis 
menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) 
dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan 
penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana 
informan mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang 
melakukan wawancara di lokasi penelitian, dan dalam melakukan 
wawancara dengan para informan, penulis menggunakan alat rekam 
dan alat tulis menulis sebagai alat bantu. Adapun key informan yang 
terpilih dalam pengumpulan data ini adalah : 
 Lam Batu bin Lanasi, seorang tokoh politik pada masa Orde 
Lama yang juga merupakan Ketua seksi PKI cabang 
Kapontori (eks. Tapol yang bermukim di kamp nanga-nanga). 
 Rukiah, Ketua GERWANI Sulsel yang menjadi Tahanan 
Politik masa Orde Baru karena aktifitas politiknya. 
 Hery Wisastra, Penyintas tragedi 1965-1966 (anak dari eks. 




 Resma, aktivis LBH Kendari yang juga merupakan salah 
seorang  penulis buku “Memecah Pembisuan” (anak dari Pak 
Ramli eks. Tahanan Politik) 
 SM Bihina, anggota GERWANI pada masa Orde Lama, dan 
menjadi salah seorang eks. Tahanan Politik Orde Baru (kamp 
pemukiman nanga-nanga). 
 Yunus Lameaso, salah seorang Eks. Tapol dan anggota 
Pemuda Rakyat (PR) 
2. Data sekunder 
Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu 
mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, koran, serta literatur-
literatur sejarah lainnya yang relevan dengan obyek yang diteliti. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara 
mendalam dengan key informan yaitu orang yang dianggap paham 
dan mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan 
pedoman wawancara yang telah dibuat peneliti agar wawancara tetap 
berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan 
terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Pemilihan informan dapat 
berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian demi 




Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan 
dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang 
penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa 
dokumen tertulis, gambar/foto, rekaman audio atau film audio-visual. 
Selain itu data statistik, laporan penelitian sebelumnya serta tulisan-
tulisan ilmiah merupakan dokumen penting yang perlu ditelusuri untuk 
memperkaya data yang dikumpulkan. 
F. Teknis Analisis Data 
Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
terus menerus, sehingga datanya akan lebih mendalam. Teknik analisis 
yang demikian ini mengikuti pendekatan analisis kualitatif dengan 
menggunakan model Miles and Huberman32. Oleh karena itu, analisis 
datanya meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi data (data reduction), 
yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal 
penting dari sejumlah data lapangan yang telah diperoleh lalu mencari 
polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas. Kedua, penyajian data (data display), yakni 
menampilkan data yang telah direduksi yang sifatnya sudah 
terorganisasikan dan mudah dipahami. Ketiga, kesimpulan (conclution 
drawing), yakni akumulasi dari kesimpulan awal yang disertai dengan 
                                                             
32 Huberman, A. Michael dan Matthew B. Miles. “Analisis Data Kualitatif”. Jakarta : UII Press.1992. 
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bukti-bukti yang valid dan konsisten (kredibel), sehingga kesimpulan yang 
























GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Wilayah yang dijadikan lokasi penelitian oleh penulis adalah Kamp. 
Pemukiman Nanga-nanga yang terletak di Kec. Baruga, Kota Kendari-
Sulawesi Tenggara. Nanga-nanga merupakan sebuah Kamp. Pemukiman 
“Eks Tahanan Politik” yang dibentuk sebagai wilayah pemukiman selama 
masa penahanan simpatisan dan anggota PKI. Melalui Surat Keputusan (SK) 
nomor : 79/1976 tanggal 7 juli 1976 di Naga-nanga Lepo-lepo untuk 
penempatan pemukiman kembali tahanan G 30 S/PKI Golongan B. Serah 
terima dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah 
Sul-Setra tanggal 27 desember 1982 yang menetapkan Bahwa ke 42 warga 
eks TAPOL di tempatkan di kawasan 1000 Ha Nanga-nanga dan telah 
mendapatkan Surat Izin Penggarapan Tanah yang ditetapkan oleh KODAM 
XIV Hasanuddin DANREM 143 tanggal 1 september 1978. Kamp. 
Pemukiman Nanga-nanga tergolong menjadi suatu hal yang menarik untuk 
diikuti, berdasar atas jejak historis wilayah tersebut beserta latar yang ada 
dalam kehidupan masyarakatnya, juga menjadi Kamp. Pemukiman Eks Tapol 
PKI satu-satunya yang tersisa di Indonesia saat ini. Kesemuanya menjadi 
alasan untuk menjadikan Kamp. Pemukiman Nanga-nanga menjadi lokasi 
penelitian yang menarik guna mencermati kemudian mengenal suatu hal 
yang menjadi bagian dari kehidupan politik, konsolidasi demokrasi dan 
terlebih kondisi sosial-politik bangsa Indonesia. 
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A. Keadaan Geografi 
Wilayah Kecamatan Baruga, secara astronomis terletak disebelah 
selatan garis khatulistiwa yakni berada diantara 3º 59’ 55” – 4º 5’ 25” LS dan 
122º 26’ 29” - 122º 32’ 54” BT. Sepintas tentang letak geografis wilayah 
Kecamatan Baruga, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wua-Wua 
dan Kecamatan Puuwatu, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan 
Kabupaten Konawe Selatan, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan 
Kambu dan Kecamatan Poasia. 
Kecamatan Baruga terbentuk atas Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor 22 Tahun 2006 yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2006 
dengan status Kecamatan Daerah Tingkat III Baruga dan luas wilayah 
daratan Kecamatan Baruga adalah 48,00 Km². Wilayah Kecamatan Baruga 
terletak dibagian barat daya Kota Kendari. Seluruh wilayah Kecamatan ini 
berada didaratan Pulau Sulawesi. Luas Wilayah Kecamatan Baruga 48,00 
Km² atau 17,92 persen dari luas daratan Kota Kendari dan merupakan 
Kecamatan dengan luas terbesar dari 10 jumlah Kecamatan yang ada. Luas 
wilayah menurut kelurahan sangat beragam dimana Kelurahan Baruga 
merupakan kelurahan terluas, kemdian Kelurahan Watubangga, Wundudopi, 
dan Lepo-Lepo. 
Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kecamatan yang berada pada 
ketinggian 10 meter diatas permukaan laut ini hanya memiliki dua musim, 
yakni musim kemarau dan musim hujan. Menurut data yang ada menyatakan 
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bahwa di Kecamatan Baruga pada Tahun 2012 terjadi 159 hari hujan (hh) 
atau turun 15 persen dari tahun sebelumnya dengan curah hujan 1.549,3 
milimeter (mm) dan intensitas penyinaran matahari 2.137,6 jam per bulan, 
sementara rata-rata suhu udara dan kelembaban relative setiap bulannya 
sepanjang tahun 2012.  
Penduduk Kecamatan Baruga tahun 2012 tercatat sebanyak 20.363 
jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kelurahan Baruga yakni sebanyak 
7.844 jiwa, disusul Kelurahan Watubangga, Kelurahan Lepo-Lepo dan 
Kelurahan Wundudopi masing-masing sebanyak 4.753 jiwa, 4.476 jiwa dan 
3.290 jiwa. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kelurahan Lepo-Lepo 
yaitu sebanyak 1.264 jiwa per km2. 
Persebaran penduduk di Kecamatan Baruga terpusat di Kelurahan 
Baruga sebesar 38,52 persen, disusul Kelurahan Watubangga dan Lepo-
Lepo masing-masing sebesar 23,34 persen dan 21,98 persen. Sedangkan 
Kelurahan yang paling sedikit penduduknya adalah Kelurahan Wundudopi 
yaitu hanya 16,16 persen. 
B. Pemerintahan Daerah 
Wilayah administrasi Kecamatan Baruga dengan ibu kotanya di 
Kelurahan Watubangga terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Baruga, 
Kelurahan Lepo-Lepo, Kelurahan Watubangga dan Kelurahan Wundudopi. 
Kecamatan Baruga dikepalai oleh seorang camat, yang dalam melaksanakan 
tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Camat, Kasie Umum, Kasie 
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Ketertiban, Kasie Kependudukan dan Kasie Pemerintahan. Setiap kelurahan 
dikepalai masing-masing oleh seorang lurah, sedangkan seorang lurah 
membawahi beberapa petugas Rukun Warga (RW) yang dibantu oleh 
beberapa petugas Rukun Tetangga (RT) dalam upaya untuk kelancaran 
pelaksanaan pembangunan. 
Klasifikasi tingkat perkembangan kelurahan, pada tahun 2012, 
Kecamatan Baruga mempunyai dua kelurahan swadaya, satu kelurahan 
swakarsa dan satu kelurahan swasembada. Kecamatan Baruga terdiri dari 30 
orang petugas RW, 76 orang petugas RT dan 65 orang aparat kelurahan 
yang terbagi pada 29 wilayah Rukun Warga dan 73 wilayah Rukun Tetangga. 
Selain petugas RW dan RT, lurah juga dibantu oleh Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) yang terdiri dari seorang ketua dan beberapa orang 
anggota pengurusnya. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban 
lingkungan kelurahan, dibangun pos kamling dengan beberapa petugas 
Linmas. Di kecamatan Baruga terdapat 20 pos kamling  dengan 61 Linmas 
yang tersebar di empat kelurahan. 
C. Gambaran Umum Eks. Tapol Pasca Reformasi 
Pasca Reformasi, beberapa produk hukum/kebijakan telah dibuat 
berdasarkan desakan dari seluruh elemen masyarakat agar pemerintah 
menghapus, merubah dan merancang produk hukum baru terkait persoalan 
Hak Sipil dan Hak Politik di Indonesia. Termasuk diantaranya persoalan 
kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Berikut 
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penulis jabarkan beberapa produk hukum dan kebijakan yang di buat pasca 
Reformasi mengenai Hak Sipil dan Politik :  
1. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibi 
a. TAP MPR No. X/MPR/1998 Tentang Pokok-pokok Reformasi 
Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi 
Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. 
b. TAP MPR No. XIII/MPR/1998 Tentang Pembatasan Masa Jabatan 
Presiden Republik Indonesia. 
c. TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM. 
d. UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan 
Pendapat di Muka Umum. 
e. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. 
f. Melepas tahanan-tahanan politik, mempercepat Pemilu, dst. 
g. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak sipil dan politik.  
2. Masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid 
a. Memisahkan TNI-Polri (TAP MPR No. VI/MPR/2000). 
b. Mengeluarkan Tahanan Politik 
c. Merubah UUD 1945 yang selama 32 Tahun Orde Baru ditabukan. 
d. Mengusut Pelanggaran HAM masa lalu. Dan 
e. Semua kebijakan tersebut merupakan penghormatan, pemenuhan 




3. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri 
a. Penguatan prosedur-prosedur demokrasi (Pemilu) 
b. Membentuk lembaga-lembaga Negara independen seperti 
Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), 
Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang lebih independen. 
Berdasarkan uraian diatas, nampak jelas bahwa pasca reformasi 
upaya penguatan dan pengakuan terhadap Hak Sipil dan Politik menjadi 
acuan utama dalam perkembangan proses demokratisasi di Indonesia 
dewasa ini. Namun, melihat fenomena yang terjadi di beberapa contoh 
kasus, kelompok masyarakat yang telah mendapat predikat/stigmatisasi 
sebagai “eks Tahanan Politik Orde Baru” hingga saat ini, belum mendapatkan 
kejelasan status dan pengakuan atas Hak sipil dan Hak politik yang 
dimilikinya, sekalipun telah mendapatkan kembali kemerdekaanya sebagai 
seorang manusia yang hidup di alam demokrasi yang semakin terbuka ini. 
Melalui gelombang besar pelepasan dan pengusutan terhadap kasus 
pelanggaran HAM di Indonesia. Meski demikian, hal yang mendasari sulitnya 
penghapusan stigma yang telah puluhan tahun terbangun dalam masyarakat 
ini adalah beberapa kalangan masih menganggap bahwa peristiwa yang 
terjadi di tahun-tahun tersebut merupakan peristiwa yang telah berlalu dan 
tidak memerlukan pengkajian yang mendalam. Disamping itu, minimnya 
upaya pelurusan kembali sejarah (sejarah yang dituliskan secara objektif) 
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oleh para akademisi. Serta tentu saja mengupayakan proses Rekonsiliasi 
dan pengembalian nama baik para korban tragedi 1965-1966. Hal ini secara 
khusus menggambarkan kondisi sosial politik dan tantangan menuju 
kehidupan yang lebih demokratis, serta bentuk polarisasi hubungan 
masyarakat yang terjadi akibat adanya stigmatisasi yang telah melekat 
hingga saat ini. Demikian juga halnya yang terjadi di nanga-nanga, sebuah 
kamp pemukiman “eks Tahanan Politik” yang dibentuk sebagai wilayah 
pemukiman selama masa penahanan simpatisan dan anggota PKI. Melalui 
Surat Keputusan (SK) nomor : 79/1976 tanggal 7 juli 1976 di naga-nanga 
lepo-lepo untuk penempatan pemukiman kembali tahanan G 30 S/PKI 
Golongan B. Serah terima dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan 
Ketertiban Daerah Sul-Setra tanggal 27 desember 1982 yang menetapkan 
Bahwa ke 42 warga eks TAPOL di tempatkan di kawasan 1000 Ha nanga-
nanga telah mendapatkan Surat Izin Penggarapan Tanah yang ditetapkan 












A. Sejarah Partai Komunis Indonesia 
Semenjak peristiwa September 1965, sebagai suatu gerakan PKI telah 
jatuh. Namun sebagian kalangan cendrung berpendapat bahwa PKI tetap 
berusaha untuk hidup. Anggapan ini bersumber pada kenyataan bahwa PKI 
telah bergerak di bawah tanah. Penangkapan-penangkapan yang terjadi 
terhadap seseorang yang dianggap telah menyebarkan ajaran-ajaran 
komunisme masih terus berjalan sampai saat ini. Penangkapan-
penangkapan tersebut merupakan salah satu bukti yang tak dapat diabaikan, 
jika sebagian besar masyarakat masih menganggap PKI sebagai momok 
yang menakutkan. 
Berdasarkan penjelasan umum diatas, penulis menganggap penting 
untuk menuliskan kembali secara singkat sejarah awal kemunculan Partai 
Komunis Indonesia. Sebagai sebuah organisasi komunis yang di klaim 
terbesar di luar blok Cina – Soviet, juga disamping sebagai gerakan komunis 
pertama yang didirikan di Asia di luar wilayah yang dulu disebut sebagai 
Imperium Rusia Tsar. Dan tentu sebagai salah satu partai politik terkuat di 
Indonesia. Menjadikannya menarik untuk melihat bagaimana sebenarnya 





1. Sejarah Awal Pembangunan Partai 
Partai Komunis Indonesia awalnya merupakan sebuah organisasi 
sosialis Marxis yang didirikan beberapa bulan sebelum pecahnya Perang 
Dunia I di Hindia Belanda. Kemudian meredup untuk sementara setelah 
percobaan revolusi pada tahun 1926-1927. Didirkan oleh seorang sosialis 
Belanda, Henk Sneevliet, pada Mei 1914. Dengan membentuk organisasi 
tenaga kerja di pelabuhan dengan nama Indies Social Democratic 
Association (dalam bahasa Belanda: Indische Sociaal Democratische 
Vereeninging – ISDV). 
Pada dasarnya ISDV dibentuk oleh 85 anggota dari dua partai sosialis 
Belanda, SDAP dan Partai Sosialis Belanda yang kemudian menjadi SDP 
komunis, yang berada dalam kepemimpinan Hindia Belanda. Para anggota 
Belanda dari ISDV memperkenalkan ide-ide Marxis untuk mengedukasi 
orang-orang Indonesia mencari cara untuk menantang kekuasaan kolonial. 
Pada awalnya pembentukan ISDV tidak menuntut kemerdekaan untuk 
Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar seratus orang anggota, 
dari semua anggota hanya terdapat tiga orang diantaranya yang merupakan 
warga pribumi Indonesia. Namun, partai ini dengan cepat berkembang 
menjadi radikal dan anti kapitalis. Tapi berubah ketika Sneevliet 
memindahkan markas mereka dari Surabaya ke Semarang dan menarik 
banyak penduduk asli dari berbagai elemen seperti agama, nasionalis dan 
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aktivis gerakan lainnya yang pada saat itu tumbuh berkembang di Hindia 
Belanda sejak tahun 1900. 
Pada Oktober 1915 ISDV mulai aktif dalam penerbitan surat kabar 
berbahasa Belanda, “Het Vrije Woord” (Kata yang Merdeka) dan Adolf Baars 
sebagai editornya. Selanjutnya, di bawah pimpinan Sneevliet partai ini 
merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP Belanda, dan yang 
menjauhkan diri dari ISDV dan menolak untuk bekerjasama dengan 
pemerintah karena “menolak berpura-pura” menjadi Dewan Masyarakat 
(Volksraas Hindia Belanda). Puncaknya adalah pada tahun 1917, ketika 
kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partai sendiri 
dengan nama Partai Demokrat Sosial Hindia. Kemudian di tahun yang sama 
ISDV meluncurkan sendiri publikasi pertama bahasa Indonesia, Soeara 
Merdeka. 
ISDV, di bawah kepemimpinan Sneevliet yakin bahwa Revolusi 
Oktober seperti juga halnya yang terjadi di Rusia, harus diikuti pula di 
Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara dan 
pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Selanjutnya dibentuklah 
“Garda Merah” dan dalam tiga bulan jumlah kenaggotaan mereka terus 
bertambah dan telah mencapai angka 3.000 orang. 
Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut tersebut memberontak di 
Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan 
membentuk “Dewan Soviet”. Sekali pemerintah Hindia Belanda dapat 
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mengendalikan situasi, maka pemerintah Hindia Belanda mulai menaruh 
perhatian pada penghentian gerakan ini. Sebagai sebuah perbuatan yang 
dianggap menentang kekuasaan kolonial Belanda yang benar-benar tidak 
dapat dibiarkan. Hukuman keras selanjutnya dijatuhkan kepada anggota 
militer yang menolak tugas atau dicurigai menciptakan gangguan. Para 
pemimpin sipil yang juga bekerja sebagai pegawai pemerintahan dipindahkan 
ke tempat yang secara akses politik jauh dari pusat-pusat kekuasaan. Atau 
bahkan diusir dari wilayah Hindia Belanda. 
Akhir 1919, gerakan Garda Merah ini sebenarnya bisa dikatakan telah 
redup. Pada tahun yang sama, pemerintah Hindia Belanda melakukan 
pembersihan pada lawan politik mereka. Mengusir para pemimpin ISDV-
Orang Belanda satu persatu dari Hindia Belanda. Sneevliet menjadi 
pemimpin pertama yang diusir. Proses ini dilakukan segera setelah 
pemerintah yakin bahwa kekuasaan di Negeri Belanda tetap tegak. Kaum 
revolusioner ini telah lama mengganggu para pemimpin Indonesia maupun 
petinggi pemerintah, tapi pada saat keadaan memanas November 1918, 
kelompok oposisi menganggap mereka sebagai martir.33 
Pemerintah menambah drama keberangkatan Sneevliet dengan 
membuat penjagaan ketat untuk mencegah kemungkinan kerusuhan. Selain 
itu pemerintah menahan sejumlah tokoh seperti Darsono, Abdul Muis dan 
                                                             
33 Ruth T. McVey, The Rise Of Indonesian Communism, Cornel University, Cornell University Press, 
1965, hal. 59 
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beberapa tokoh lainnya. Hal ini justru memperkuat perasaan solidaritas 
orang-orang Indonesia terhadap Sneevliet. Semaun menggunakan besarnya 
simpati kepada keberangkatan sang mentor dengan menjanjikan bantuan 
keuangan tidak hanya dari ISDV dan VSTP tapi juga dari CSI. Tujuannya 
adalah memberikan bantuan kepada Sneevliet sampai ia mendapatkan 
pekerjaan dan juga untuk menjalin hubungan antara gerakan massa 
Indonesia dengan kaum revolusioner sosialis Eropa. Sejak quid pro quo 
[sesuatu diterima dengan ganti yang lain], Sneevliet berencana menjadi wakil 
di Belanda bagi para pendukungnya. Hal tersebut juga memberinya 
kesempatan untuk berbicara di kalangan internasional atas nama mereka. 
Sesaat setelah keberangkatan Sneevliet, Baars meninggalkan Hindia 
Belanda atas keinginannya sendiri. Baars kehilangan pekerjaanya sebagai 
guru pada Oktober 1917, saat perintah memutuskan bahwa banyak 
pernyataan politiknya yang melampaui batas dalam kapasitasnya sebagai 
guru. Setelah kehilangan pekerjaan, Baars mencurahkan seluruh 
perhatiaanya pada pengelolaan ISDV dan Het Vrije Woord, tapi ternyata 
aktivitas revolusioner ini tidak membuatnya merasa puas. Tidak seperti 
Sneevliet yang walaupun ada kalanya berada antara kegairahan dan putus 
asa, namun tetap konsisten tidak meninggalkan kegiatannya di Hindia 
Belanda. 
Sisa tahun 1919 menjadi masa tersulit bagi orang Eropa para anggota 
ISDV. Pemerintah banyak memenjarakan, membuang, atau membuat 
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kebijakan menentang mereka semua. Selain itu mereka juga kehilangan 
pemimpin terbaik, penahanan dan dihantui kejaran pemerintah, patah 
semangat karena kegagalan gerakan revolusioner di Eropa dan Indonesia. Ini 
semua mengurangi peran orang Belanda di ISDV, mengingat banyak orang 
Eropa anggota ISDV memandangnya sebagai gerakan menuju ajal.34 Pada 
awal 1920, sebagian besar anggota orang Belanda yang sebelumnya aktif 
dalam ISDV jumlahnya berkurang. ISDV yang tergantung pada 
kepemimpinan orang Belanda terancam bubar. Yang terjadi pada saat itu 
bukanlah masalah degenerasi pusat yang vital, tapi berkurangnya fungsi 
pembangunan cabang ISDV. Hal ini sebagai akibat perubahan substansi 
partai yang telah berlangsung sejak 1917. Pada tahun tesebut ISDV 
kehilangan sejumlah anggota terbaiknya karena perpecahan dengan elemen 
yang kurang radikal.35 Kebanyakan anggota orang Belanda pada saat itu 
memilih mengundurkan diri, sedangkan orang-orang Indonesia justru banyak 
yang bergabung. Sejak akhir 1917, keanggotaan ISDV kembali mulai 
meningkat. Hal ini disebabkan oleh kemenangan cabang Semarang dalam 
kongres Sarekat Islam, yang merupakan usaha besar partai yang pertama 
untuk memperoleh pengikut untuk melebarkan sayap ke seluruh Jawa. 
Disamping itu adanya rasa tidak puas karena situasi ekonomi yang semakin 
buruk. Sebagai tambahan, kepengurusan kongres Mei 1918 untuk 
                                                             
34 Ruth T. McVey, The Rise of Indonesian Communism, Cornel University, Cornell University Press, 
1965, hal. 61 
35 Ibid hal 61. 
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membangun ISDV sebagai gerakan Indonesia menyebabkan partai 
melakukan sebuah usaha istimewa untuk menarik pengikut orang Indonesia 
tapi tidak perlalu peduli apakah para pengikut ini memahami komunisme atau 
bahkan menyetujui gerakan komunis. 
Hasilnya keanggotaan berkembang dengan pesat, kemajuan ini 
memberikan ISDV sejumlah reputasi/keunggulan dan juga masalah sebagai 
gerakan massa. Hal ini menimbulkan masalah hubungan antara badan 
eksekutif pusat dengan cabang-cabang partai, karena sejumlah orang Eropa 
tetap memegang kendali penuh pusat, sementara cabang-cabang 
memberikan lebih banyak kesohoran bagi penganut Indonesia. Pertanyaan 
yang muncul adalah jika dalam keadaan biasa apakah para pemimpin Eropa 
menyerahkan dengan baik kendali mereka terhadap ISDV? Hal itu tentunya 
sudah menjadi tujuan utama mereka, tetapi kapan waktu yang tepat dengan 
beberapa besar pengalihan kepemimpinan dapat disetujui oleh rekan mereka 
orang Indonesia. Ini menjadi masalah lain lagi. Namun, persoalan ini ternyata 
dihindari dengan pengusiran bertahap para pemimpin orang Eropa di 
Indonesia. 
Beruntung bagi ISDV karena sejumlah anggota orang Indonesia 
mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk menggantikan para 
pemimpin Eropa tersebut. Selain semua, ISDV memliki pemimpin terbaiknya 
yakni Darsono, seorang bangsawan Jawa muda yang hadir pada pengadilan 
Sneevliet pada tahun 1917 dan segera menjadi seorang sosialis revolusioner. 
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Ia salah satu rekan kerja terdekat Sneevliet selama akhir tahun 
kepemimpinannya di Hindia Belanda dan berhubungan dekat dengan Baars 
dan organisator buruh beragama. Darsono salah satu dari sedikit pemimpin 
komunis Indonesia yang secara serius mendalami ilmu Marxisme. Namum 
demikian ia terkadang menghadapi masalah dalam menerapkan gagasan-
gagasan komunis Barat yang dipelajarinya dengan kondisi yang ada di 
Negara Timur. Ia pengangum berat revolusi Bolshevik dan dengan penuh 
semangat mendesak para pengikut untuk menandingi. Hal ini menyebabkan 
ia ditahan dan dihukum selama setahun pada November 1918. 
2. Menjadi Partai Komunis Indonesia 
Para pemimpin ISDV Indonesia mencurahkan perhatian dalam 
membangun hubungan kerjasama dengan Sarekat Islam, mereka termasuk 
di dalamnya. ISDV terbantu karena kondisi ekonomi yang memburuk dan 
juga kegelisahan dalam masyarakat pada 1918 yang menimbulkan pengaruh 
besar bagi semangat SI. Perluasan slogan ISDV mendapat tanggapan luas 
yang ditandai oleh sikap keras kongres Sarekat Islam 1918 yang dengan 
jelas bersifat revolusioner. Kongres tidak hanya memprotes keras para 
penguasa, tapi juga memprotes tindakan pemerintah sebagai pelindung 
kapitalisme yang “penuh dosa”. 
Selain itu ISDV juga memperbaiki posisinya di dalam Sarekat Islam, 
selama 1919 para pemimpin ISDV Indonesia meningkatkan usaha mereka 
dalam mempengaruhi Sarekat Islam ke arah tujuan radikal, dan situasi 
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ekonomi terus mendukung rencana mereka. Pada saat itu inflasi dan gagal 
panen menyebabkan kemungkinan bahaya kelaparan di beberapa wilayah. 
Persediaan beras sangat sedikit sehingga pemerintah mengeluarkan 
kebijakan pengumpulan beras. Hal ini menimbulkan kemarahan di antara 
para petani yang menolak menjual sebagian hasil panen mereka dengan 
harga yang ditetapkan pemerintah. 
Pada 1918 Sarekat Islam memulai kampanye untuk mengalihkan 
tanah yang dikontrak perkebunan tebu kepada petani guna dijadikan lahan 
pertanian padi. Hal ini didukung oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum 
sampai impor beras dari luar negeri datang. Kepentingan yang menyangkut 
gula tentu saja tak dapat diterimanya. Menghitung sangat tingginya harga 
gula di pasaran sesudah perang dan sulitnya kondisi masyarakat Indonesia. 
Gubernur Jenderal merasa tidak dapat lagi membuat kebijakan yang lebih 
jauh selain himbauan moral terhadap industri gula. SI, Budi Oetomo, 
Insulinde dan SDAP Hindia mensponsori mosi Volksraad untuk mengirim 
petisi kepada parlemen Belanda guna membatasi luas tanah perkebunan 
tebu. Tapi golongan konservatif pejabat Indonesia dan non-sosialis Eropa 
bersama-sama menolak permohonan tersebut. SDAP di Belanda akhirnya 
mengajukan sendiri permohonan tersebut ke parlemen, tapi hanya 
pendukung Politik Etis dan Vrijzinnige Democratische Partij yang mendukung. 
Hasilnya gubernur jenderal memutuskan menunjuk Komisi Penyelidikan 
untuk meninjau ladang tebu yang ada. Tjokroaminoto juga ikut serta dalam 
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komisi tersebut. Namun laporan komisi tidak pernah selesai hingga 1921, 
ketika hingga krisis tersebut telah berlalu.36 Pertanyaan mengenai apakah 
pembatasan luas lahan tebu akan memperbaiki masalah atau atidak 
menjadikan partai-partai Indonesia menaruh perhatian besar pada kasus 
tersebut. 
Kongres Sarekat Islam Oktober 1919, ISDV membagikan pamflet yang 
menyeru kepada para delegasi untuk “bergabung ke dalam perjuangan kelas” 
dan menyatakan bahwa “tugas SI membangun organisasi agar proletariat 
Hindia dapat membebaskan dirinya sendiri. SI harus menjadi organisasi bagi 
kelas buruh dan kaum tani kecil. Tanggapan terhadap seruan sangat 
menjanjikan. 
ISDV sangat tertarik dengan tujuan radikal ini terlebih lagi karena 
dilakukan tanpa campur tangan cabang Semarang. Hal ini dilakukan dengan 
harapan para pemimpin SI yang kurang radikal dapat lebih diyakinkan atau 
diberi pemahaman, sehingga pandangan mengenai gerakan tersebut 
diharapkan menjadi jauh lebih terang. 
Para pemimpin SI membuktikan mereka memang serius dalam 
pernyataanya di kongres. Mereka segera mendirikan federasi buruh pertama 
di Indonesia pada 25 Desember 1919 dalam konvensi bersama serikat buruh 
                                                             
36 Ruth T. McVey, The Rise of Indonesian Communism, Cornel University, Cornell University Press, 
1965, hal. 65 
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SI dan ISDV di Yogyakarta. Federasi ini terdiri dari 22 serikat buruh dengan 
total anggota 72.000 pekerja.  
Pada awalnya konvensi memutuskan federasi menggunakan nama 
sementara yang telah disetujui dalam kongres SI sebelumnya. Namun 
Semaun dalam pidatonya tentang arti penting Revolusi November bagi 
perjuangan Indonesia, mengingatkan kepada sebagian besar delegasi bahwa 
dirinya akan memberikan nama yang mengacu pada Sosialisme 
Revolusioner Bolshewisme. Para wakil serikat buruh tidak ingin bertindak 
terlalu jauh dengan mengaitkan federasi mereka secara terbuka kepada 
Bolshewisme. Untuk menghindari impresi menyimpang dari perjuangan, 
mereka meminta label Sosialis Revolusioner ditiadakan. Hal ini membuat 
muak banyak pengikut Semaun di ISDV. Dalam hal ini Alimin berperan besar 
dalam melunakkannya dengan menyatakan bahwa walaupun secara pribadi 
dirinya memuji pandangan Bolshewik, label radikal itu akan membuat takut 
serikat buruh kerah putih. Melihat gelagak yang tidak memihak dirinya, maka 
Semaun memutuskan memberi nama federasi dengan Persatuan Pergerakan 
Kaum Buruh (PPKB). 
Jika ISDV gagal memperoleh pengakuan label Bolshewik bagi serikat 
buruh, maka mereka harus berusaha sendiri. Seiring dengan adanya 
pembentukan Komintern 1919, label Sosial Demokrat lebih sering dikaitkan 
sebagai pengikut gradual Internasional Kedua dan tidak dapat diterima oleh 
pandangan revolusioner. SDP Belanda memahami dengan cepat dan 
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mengubah nama partai dengan Partai Komunis Belanda (CPN). Sejumlah 
pengikut ISDV orang Eropa berfikir partai mereka harus bisa menarik simpati 
Komintern. 
Pada kongres Juni 1919, SDAP Hindia memutuskan bahwa 
merupakan suatu kesalahan ketika mereka menetapkan diri sebagai cabang 
pergerakan sosialis Belanda. Sebab itu, mereka kemudian menetapkan nama 
bagi organisasi mereka menjadi Indische Social Demokratische Partij (ISDP). 
Nama tersebut tidak hanya snagat mirip dengan nama organisasi sosialis 
revolusioner, tapi juga sangat tidak mungkin membedakan keduanya dalam 
bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tidak mengenal bunyi “v”, tetapi 
hanya “p”. Para anggota ISDV dipermalukan dengan dirujuknya nama 
moderat ini. Karena ISDP tidak bermaksud mengubah nama baru mereka, 
organisasi yang lebih tua, yakni ISDV memutuskan hal yang sama. 
Rencana untuk membuat sebuah nama baru telah dirancang 
sepanjang tahun 1919, tetapi tidak ada keputusan lanjutan. Bahkan partai 
tidak menggelar kongres tahunan, nampaknya karena pimpinan orang Eropa 
banyak yang dikeluarkan, sementara kedua pimpinan Indonesia, Semaun 
dan Darsono berada di penjara. Baru pada Januari 1920 partai dapat 
mengadakan pertemuan. Kongres keenam ini hanya pertemuan singkat dan 
hanya langkah awal hingga kongres ketujuh yang dijadwalkan Mei 
sebagaimana biasanya dilakukan oleh ISDV. 
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Pada kongres ketujuh, topik utama yang didiskusikan ialah 
penggantian nama ISDV menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Baars 
menjadi salah satu pendukung utama. Ia baru kembali dari Belanda pada 
Maret dan tidak menemukan revolusi maupun pekerjaan di Belanda. Di 
Kongres Baars berbicara kepada anggota ISDV yang menghendaki 
organisasi mereka memisahkan diri dari Sosialisme Revisionis dan 
menyatakan persaudaraan dengan partai-partai pendukung Komintern. Ia 
mendapat dukungan faksi Indonesia Cabang Semarang yang kuat, yang 
beberapa minggu sebelumnya telah mengusulkan perubahan nama 
organisasi. Bagi sebagian orang Indonesia tersebut, dukungan mereka 
terhadap perubahan itu terutama karena ingin memiliki organisasi dengan 
nama dalam bahasa sendiri serta menghindari masalah huruf “v”. 
Itulah alasan sederhana dalam memutuskan nama Partai Komunis, 
tetapi alasan tersebut menjadi cukup kuat karena didukung oleh mayoritas 
besar anggota. Pada 23 Mei 1920, ISDV berubah menjadi Partai Komunis 
Indonesia. Organisasi komunis pertama di wilayah Asia yang tidak 
berbatasan geografis dengan Kekaisaran Rusia. 
B. Hak Sipil dan Hak Politik Eks. Tapol Orde Baru  
Perkembangan pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia telah 
dipengaruhi oleh perbahan politik setelah kejatuhan Presiden Soeharto tahun 
1998. Sidang Istimewa MPR bulan November 1998, misalnya menghasilkan 
Ketetapan No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia disusul dengan 
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penerbitan Undan-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Ketentuan lebih ekstensif tentang Hak Asasi Manusia dicantumkan 
pula dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (tahun 2000), 
meskipun terdapat kemiripan rumusan antara hasil amandemen konstitusi 
dengan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dan Ketetapan 
No.XVII/MPR/1998. 
Secara kategori, jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang 
Dasar 1945 mencakup hak-hak sosial-politik, hak-hak kultural dan ekonomi, 
hak-hak kolektif, hak atas pembangunan dan lain-lain. Jaminan hak asasi 
manusia dalam UUD RI tersebar dalam sejumlah pasal antara lain 18B (2), 
26, 27-28, 28A-28J (Bab XA), 29 (Bab Agama), 31-32 (Bab Pendidikan dan 
Kebudayaan), 33-34 (Bab Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial), 30 (Bab 
Pertahanan dan Keamanan). Dalam hal ini pengaturan konstitusional 
mengenai hak asasi manusia tidak terbatas pada Bab XA tentang HAM. 
Dalam konteks pemahaman diatas, beberapa hak telah secara 
meyakinkan “ditegakkan” (dalam arti dikabulkan) melalui Putusan Mahkamah 
Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang. Beberapa contoh dikemukakan 
di sini. Pertama, Hak Politik eks-PKI dana tahanan politik untuk mencalonkan 
diri sebagai legislatif dalam Putusan No. 11-017/PUU-I/2003 (pengujian UU 





1. Akses Pendidikan 
Partai Komunis Indonesia bagi sebagian orang masih menjadi momok 
di Indonesia setelah partai berlogo Palu Arit tersebut dinyatakan terlarang 
melalui TAP MPRS XXV Tahun 1966. Sayangnya hukuman ternyata tidak 
hanya ditanggung oleh anggota dan simpatisan PKI saja. Anak cucu 
merekapun harus ikut menanggung dosa turunan. Para mantan tahanan 
politik PKI dan keluarganya tidak mendapatkan persamaan hak dan 
kewajibannya sebagai warga negara. Mereka kesulitan dalam mengakses 
pendidikan, tidak dapat mendaftar menjadi Pegawai Neger Sipil dan anggota 
Tentara Nasional Indonesia. Seperti yang dikatakan Hary Wisastra: 
“Bapak juga pernah cerita mengenai perlakuan yang dialami selama 
Orde Baru berkuasa antara lain, di KTP nya itu diberi label ET. Dan 
itu baru dihapuskan pada tahun 1995. Ketika pemilu diarahkan untuk 
memilih GOLKAR. Juga pada masa Orde Baru dikenal dengan 
sampul “D” artinya anak-anak korban tidak boleh menjadi pegawai 
negeri nantinya. Juga para tentara mengatakan agar tidak mendekati 
TAPOL karena TAPOL itu orang-orang jahat”.37 
Lambatu Bin Lanasi membenarkan hal tersebut: 
“Banyak itu anak-anak PKI yang berhenti sekolah, mereka tidak tahan 
diganggu teman-temannya. Kalau saya punya anak pulang sekolah, 
mereka ceritakan tentang sejarah PKI yang diajarkan guru dan 
diganggu teman-temannya. Biasanya teman-teman lainnya hanya 
tunduk diam saja dan kalau tidak tahan mereka keluar kelas untuk 
                                                             
37 Wawancara dengan Hary Wisastra selaku anak dari Eks Tapol di Kamp Nanga-nanga  
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berdiam diri. Saya cuma kasih nasihat ke anak saya, sabar saja. 
Anak-anak Tapol itu sering di labeli (stigmatisasi) sebagai anak PKI. 
Padahalkan mereka tidak tahu apa-apa. Mereka sering diejek, dihina, 
didiskriminasi sama teman-temannya, gurunya bahkan masyarakat 
sekitar juga. Akibatnya banyak anak-anak kami itu yang terpaksa 
harus putus sekolah. Karena malu dan terpinggirkan. Tapi ada juga 
yang beruntung karena mendapat orang tua asuh, jadi masih bisa 
menlajutkan sekolahnya”.38 
Juga seperti halnya yang di sampaikan oleh Rukiah: 
“Banyak dari kami itu para tapol yang harus menitipkan anak-anak 
kami ke dalam Kartu Keluarganya kerabat atau kenalan yang kami 
kenal. Yang jelasnya orang-orang tersebut tidak terlibat, dalam hal ini 
di tuduh sebagai Komunis atau di Komuniskan. Hanya agar supaya 
anak-anak kami itu tetap bisa bersekolah. Anaka saya sendiri, waktu 
saya lari ke Jawa itu sekitar Mei tahun 1968, jadi waktu itu ada 
namanya itu Operasi Sambar Nyawa yaah, untuk memburu anggota 
partai yang belum ditangkap. Kemudian dilanjutkan dengan Operasi 
Sambar laga yang lebih intens itu untuk memburu tokoh-tokoh PKI. 
Nah nama saya itu juga termasuk dalam DPO (Daftar Pencariaan 
Orang). Foto saya disebar seantero Surabaya. Disitu juga disebutkan 
ciri-cirinya, bahwa saya itu memiliki tahi lalat di jidat dan membawa 
seorang bayi. Selanjutnya saya ditangkap kemudian di bawa ke 
tempat pemeriksaan tentara. Yang sepertinya tempat itu bekas 
rumah dokter karena ada ruang laboratoriumnya. Disana itu sudah 
ada 30-an orang perempuan lain. Disana juga saya lihat itu ada 
seorang tahanan perempuan diikat dan pakaian atasnya dibuka. 
                                                             
38  Wawancara dengan Lambatu Bin Lanasi selaku Eks Tapol PKI, dan mantan Ketua PKI Seksi 
Kapontori tanggal 22 Agustus 2014.  
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Anaknya yang masih kecil itu diikat di bawah kakinya. Berdiri bulu 
kuduk saya waktu itu. Dada saya itu terasa sesak. Saya tidak bisa 
membayangkan kalau saya yang disiksa seperti itu. Dari tempat 
pemeriksaan itu saya kemudian dipindahkan ke kantor Tiperda 
Surabaya sekitar tahun 1973. Disana saya membantu memasak 
untuk penjaga. Nah di kantor Tiperda inilah kemudian saya ketemu 
dengan isterinya itu anggota CPM (Corps Polisi Militer), orangnya 
baik itu, entah bagaimana tiba-tiba saya berpikir untuk menyerahkan 
puteri saya, namanya Gestina Patriani ke ibu itu. Kemudian saya 
menulis surat kuasa ke ibu yang tadi itu untuk mengurus anak saya. 
Namanya di ganti jadi Watiningsih, saya sendiri tidak keberatan 
asalkan dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik”.39  
Dari kutipan tersebut penulis melihat pasca reformasi Pemerintah 
Indonesia sudah seharusnya mengembalikan kesetaraan hak dan kewajiban 
keluarga dan keturunan simpatisan PKI sebagai warga negara Indonesia 
yang dirampas pada masa Orde Baru. Salah satu jalan yang diambil adalah 
melalui rekonsiliasi nasional. Tetapi proses untuk melakukan rekonsiliasi ini 
tidaklah mudah, karena keluarga korban 65 ini dianggap belum memiliki 
kedudukan yang sama sebagai warga negara.  
2. Akses Sosial, Organisasi dan Pekerjaan 
Dalam pandangan rezim Orde Baru, Eks Tapol di posisikan sebagai 
onbekwaam. Secara ragawi ia tidak kapabel dan secara rohani ia tidak 
kompeten. Eks Tapol yang telah dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat 
                                                             
39 Wawancara dengan Ibu Rukiah selaku Mantan Ketua GERWANI Kota Makassar. 
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dibatasi sistem mobilitasnya dengan rambu-rambu sosial politik yang 
membelenggu. Dalam kata-kata di kembalikan ke masyarakat pada dasarnya 
sama sekali tidak terkandung petunjuk bahwa hak-hak sosial politik Eks. 
Tapol telah dipulihkan kembali. Sebagai anggota masyarakat ia tidak 
dipulihkan kembali pada statusnya sebagai social being, atau zoon politicon 
yang pernah dimilikinya. Sebgaimana yang disampaikan oleh Rukiah: 
“Setelah tahun 1979, karena itu sudah pembebasan terkahir disini, itu 
diberi kesempatan bagi yang bebas untuk kemana, boleh terus di 
dalam sebagai sukarelawan, jatah tanahnya, dan boleh pulang ke 
keluarga. Nah karena saya sendiri, keluarga saya itu sudah disini 
semua, dan saya merasa semua keluarga saya tidak ada lagi yang 
senang dengan saya, dengan kondisi saya sebagai tahanan politik. 
Bekas Tahanan Politik. Maka kami tetap mengambil tanah kami 4 
hektar di dalam. 4 Ha sendiri itu, setengah mati kita perjuangkan 
sampai bisa mendapatkan sertifikat. Nah pada waktu tahun 1980 itu, 
waktu suami saya sudah bebas, suami saya sudah bisa kerja diluar. Di 
perusahaanya bekas komandan Kodim Makassar. Yang waktu 
peristiwa itu dia komandan Kodim, namanya Kolonel Hasanuddin 
Nawi, orang Makassar. Jadi dia pekerjakan ada beberapa dari bekas 
tapol itu. Karena dia merasa, ini orangnya jujur. Mungkin dipikirannya 
itu, ini dia masuk tapol hanya karena terpaksa. Karena keadaan. Maaf 
saja, saya merasa diri saya ini mendapat pengalaman demikian ini 
sebagai tahana politik ada hikmah bagi saya. Bahwasanya saya punya 
kebanggan tersendiri bagi diri saya. Bahwa saya tidak salah memilih 
organisasi. Itu tekad saya. Kan bisa saja waktu itu saya melawan 
teman-teman saya untuk jadi pengkhianat bagi organisasi dan bagi 
teman-teman saya. Saya bisa hidup layak. Tapi tidak, karena saya 
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tahu persis, bahwa jalan kami itu benar. Tidak salah, jadi baru sampai 
tahun 1980 an bapak (suami) baru bisa kerja”.”40  
Dalam wawancara yang lain hal ini juga disampaikan oleh Resma: 
“Kami itu anak-anak Tapol susah sekali mau bekerja. Bagaimana mau 
bekerja, dulu saja waktu kami masih sekolah kita itu dibilangi sama 
orang-orang, untuk apa sekolah tinggi-tinggi nanti juga jadi 
pengangguran. Tidak ada yang mau terima kita ini. Karena orang tua 
kami ini Tapol dan kami anak Tapol. Ada juga itu tes macam-macam 
yang kita ini diwawancarai, ditanya-tanya kamu dimana waktu 
peristiwa G30S? Padahalkan sudah jelas, kita ini saja lahir tahun 
berapa. Barangkali juga ada itu pertanyaan seperti itu kalau kita mau 
mengurus Surat Kelakuan Baik. Belum lagi itu penataran untuk 
Pegawai Negeri Sipil disitukan di selipkan itu doktrin-doktrin untuk 
membenci orang-orang PKI.”41 
Pada masa rezim Orde Baru bersamaan dengan teror dan tindakan 
kekerasan fisik yang dialami oleh Eks. Tapol, juga dilancarkan teror mental 
terhadap takyat di luar penjara, orang-orang PKI dalam pembuangan dan 
penjara-penjara yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan 
untuk semakin menyudutkan posisi dari Tahanan Politik tersebut. Selain itu 
para korban maupun keluarga korban mengalami penderitaan psikologis 
secara turun temurun yakni berupa adanya tindakan diskriminasi berupa 
pengakuan hak sipil dan hak politik, maupun hak ekonomi dan sosial budaya. 
                                                             
40 Wawancara dengan Ibu Rukiah 
41 Wawancara denga Resma selaku anak dari salah seorang Tapol yang bermukim di Kamp. Nanga-
nanga, 4 September 2014 
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Seperti halnya politik “Bersih Lingkungan” yang melahirkan jutaan 
penganggur ekstra. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yunus:  
“Waktu itu tetap saja ada larangan apalagi mereka ini dari babinsa-
babinsa ini kan mereka selalu katakan kamu harus waspada itu, 
waspada dengan mereka (Tapol). Mereka itu lihai dengan segala cara 
yang anu apa namanya itu, mereka selalu mengucapkan 
menghalalkan segala cara itu. Tapi akhir-akhir ini setelah reformasi ini 
berkurang-kurang walaupun masih ada tanggapan mereka bagi 
masyarakat yang tidak berpendidikan atau yang belum mendengar 
sejarah apalagi membaca apalagi tadi yang tidak tahu membaca tentu 
ini masi ada anggapan bahwa kami ini para Tapol berbahaya.”42 
Lambatu bin Lanasi menambahkan: 
“Bukan hanya tahanan yang disiksa, keluarga kami di rumah juga ikut-
ikutan diteror. Dua tahun setelah saya ditahan, tepatnya tahun 1967, 
istri saya (Waode Zatina) di datangi dua orang dari Koramil Kapontori, 
namanya itu Letda Azis Dahlan dan Letda Ramli. Saya menikah 
dengan istri saya itu Januari 1964. Nah jadi mereka bermaksud 
menggeledah dokumen di dalam lemari pakaian saya. Menurutnya itu 
anggota Koramil yang datang ke rumah, saya yang membuat 
pengakuan ini. Penggeledahan itu terjadi sekitar pukul sembilan 
malam, juga disaksikan oleh Kepala Kampung. Namanya La Dinu. 
Mereka pulang itu pukul setengah sebelas malam tanpa hasil, 
sehingga mereka mengancam akan datang lagi. Nah selanjutnya 
mengenai akses sosial itu, kami ini para Tapol merasa seperti warga 
negara kelas dua. Baru kemudian setelah pembebasan kami merasa 
ada sedikit perkembangan. Itupun dari hasi kerja keras kami sendiri. 
                                                             
42 Wawancara dengan Yunus selaku Eks. Tapol dan anggota Pemuda Rakyat. 
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Seperti misalnya urusan bantuan sosial, maksud saya itu Rumah 
Layak Huni tahun 2008 dan mengurus itu sertifikat tanah kami yang di 
Nanga-nanga ini. Kami yang mengusahakan itu sehingga diterbitkan 
sertifikatnya itu. Di bantu juga dari teman-teman di LBH (Lembaga 
Bantuan Hukum) Kendari. Ada beberapa anak-anak kami itu yang 
memang bergabung dengan beberapa organisasi untuk membantu 
menyuarakan aspirasi kami.”43  
Hal ini di benarkan oleh Resma: 
“Ya jadi begini, awalnya ini Nanga-nanga bisa di ketahui oleh 
masyarakat luas itu awalnya karena daerah ini pernah dilanda 
bencana banjir di tahun 2007. Jadi bencana itu di siarkan lewat TV 
lokal, dari situ masyarakat luas baru mengetahui kalau ternyata ada ini 
tempat (Nanga-nanga). Sebelumnya paling hanya warga sekitar kamp 
itu yang tahu. Kemudian juga membentuk itu yang namanya PERMIN 
(Perjuangan Rakyat Miskin Nanga-nanga), ini di bentuk sebagai 
sarana menyampaikan aspirasi kami. Kemudian tahun 2008 itu baru 
diterbitkan Sertifikat Tanah orang tua kami yang di Nanga-nanga ini. 
Jadi sampai tahun 2005 itu masih ada pembatasan.”44 
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, dalam beberapa contoh 
kasus akses sosial dan mobilitas dari Eks. Tapol memang masih dibatasi 
dengan adanya rambu-rambu sosial dan sederet aturan yang mengekang 
akses mereka.  
Penulis mengaitkan hal tersebut dengan apa yang dikatakan Weber 
bahwa negara memiliki legitimasi untuk memperluas suatu aksi yang 
                                                             
43 Wawancara dengan Lambatu Bin Lanasi Eks Tapol PKI 
44 Wawancara dengan Resma  selaku anak dari Eks. Tapol PKI 
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dilakukan oleh negara berdasarkan peraturan dan hal tersebut demi 
kepentingan negara dan masyarakatnya, kemudian peraturan-peraturan 
tersebut dilihat menjadi suatu pembenaran. Sedangkan menurut Gramscy 
negara memiliki legitimasi melalui proses hegemoni. Hegemoni ini adalah 
suatu proses dimana terdapat kepercayaan-kepercayaan yang medukung 
status quo tertanam dalam suatu populasi besar dimana mereka terlihat 
sebagai bagian dari pembentukan konsensus dan common sense. Rukiah 
mengungkapkan: 
“Di Makassar memang banyak terjadi demonstrasi mahasiswa dan 
masyarakat untuk menentang PKI yang dianggap sebagai dalang 
tragedi G30S. Mereka terprovokasi untuk menangkap bahkan 
menganiaya para anggota PKI dan organisasi masyarakat yang 
diaggap underbownya. Demo ini diwarnai dengan aksi coret-coret di 
jalan-jalan dan pemasangan spanduk anti-PKI. “GERWANI LONTE!”, 
PKI tidak mengenal Tuhan, PKI Kudeta dengan Membunuh Para 
Jenderal, adalah tulisan-tulisan bernada provokatif yang mewarnai 
Makassar kala itu. Penahanan itu saya anggap kurang adil. Karena 
waktu itu dimana-mana di tulis “GERWANI Pelacur”, GERWANI ini, itu, 
macam-macam, pokoknya menghinalah. Jadi begini, waktu itu ada 
penyampaian organisasi bahwasanya “Kita Jangan Melawan. Karena 
Kita Tidak Salah. Tenang Saja, Tenang.”45  
Politik stigmatisasi yang memposisikan GERWANI sebagai “musuh” 
negara, pembunuhan, penahanan, dan “penandaan” kepada sebagian besar 
                                                             
45 Wawancara dengan Ibu Rukiah 
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anggota GERWANI adalah praktik stigmatisasi yang dilancarkan secara 
sistematis oleh rezim Orde Baru. Stigmatisasi tersebut berimplikasi kepada 
peng-eksslusi-an terhadap kelompok-kelompok yang dianggap 
membahayakan pemerintah dan masyarakat. “PKI-isasi” secara sistematis 
digunakan Orde Baru untuk menghancurkan kelompok-kelompok yang 
membangkang secara moral dan politik. Gencarnya propaganda Soeharto 
membuat masyarakat anti-PKI murka luar biasa. Pemerintah Soeharto 
menyebut mereka adalah penyiksa para Jenderal dan pelaku seks bebas. 
Mereka kemudian melakukan aksi balasan bagi anggota PKI dan organisasi 
underbownya, termasuk GERWANI. 
Dalam kasus ini, bila dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh 
Weber, tindak kekerasan yang dilakukan pada GERWANI adalah suatu 
Kejahatan Negara. Hal ini bisa dilihat dari pemaparan contoh-contoh kasus, 
diketahui bahwa para anggota GERWANI menjadi tahanan politik dan 
dengan pemaksaan dijebloskan ke penjara yang kemudian di dalam penjara 
tersebut, mereka mendapatkan pula tindakan kekerasan. Negara, dalam hal 
ini rezim Orde Baru, mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut 
dengan menggunakan justifikasi perlindungan dari Undang-Undang. 
Pasca runtuhnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan peristiwa 
reformasi, para korban maupun keluarga korban telah melakukan berbagai 
upaya untuk memperjuangkan hak asasinya guna mendapatkan keadilan 
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serta terpulihkannya kembali hak-hak mereka. Salah satu bentuk upaya yang 
dilakukan adalah dengan mengadukan kepada Komnas HAM. 
Pemerintah Indonesia juga harus mengkaji ulang eksistensi ketetapan 
MPRS No 25 Tahun 1966. TAP MPRS ini sudah tidak relevan lagi pada 
zaman demokrasi sekarang ini. Ketakutan akan bangkitnya kekuatan 
Komunis adalah alasan yang dianggap tidak berdasar. Tuntutan pencabutan 
TAP MPRS No 25 Tahun 1966 pernah diajukan oleh Abdurahman Wahid 
ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Hanya saja 
permintaan ini tidak mendapat respon yang positif dari anggota dewan. 
Abdurahman Wahid mengusulkan TAP MPRS No 25 itu sebaiknya dicabut. 
Alasannya, Hak Asasi Manusia. ”Banyak orang yang tidak komunis masuk 
dalam daftar. Tapi, pencabutan itu masih harus dibicarakan dulu dengan 
pemerintah, sebab masih ada yang pro dan kontra.”46 Hal senada juga 
disampaikan Yunus:  
“Memang tetapi dia tetap menjadi kendala sampai sekarang termasuk 
ini DPR itu yang ada disana itu waktu itu dulu kan Gusdur 
(Abdurahman Wahid) mengusulkan itu tapi entah sekarang ini. Saya 
pernah dengar toh dan saya baca bukunya bahwa itu sangat 
merugikan para korban sehingga diajukan di MK (Mahkamah 
Konstitusi) itu dibatalkan dan pada waktu itu juga kabarnya itu tulisan 
katanya dalam waktu tidak lama lagi disempurnakan sampai hari ini 
tidak ada sempurnanya. Bahakan dulu itu sejak tahun 2004 itu SBY 
(Susilo Bambang Yudhoyono) sudah ada dikoran saya baca bahwa dia 




akan menyelesaikan tahanan ternyata sampai hari ini tidak ada juga 
penyelesaian tahanan eks tapol. Itu yang dia sebutkan dalam koran 
adalah yang di pulau buruh, tapi tidak ada juga penyelesaiannya 
sampai hari ini. Saya masih ingat katanya Amien Rais tolong diingat ini 
bahwa pada waktu itu Amien Rais jadi Ketua MPRS sampai ada 
usulan tentang itu tadi TAP MPRS No. 25 dicabut Amien Rais 
mengatakan tidak setuju untuk dicabut dan belum waktunya itu boleh 
dicabut itu kira-kira 15 tahun kemudian sebab kalau dicabut sekarang 
itu orang-orang miskin itulah lahan suburnya itu kaum Komunis PKI, 
katanya Amien Rais itu. Sekarang ini sudah lebih dari 15 tahun. Kalau 
misalnya lagi Amien Rais atau misalnya dari Partai-Partai tidak 
menyetujui lagi kalau mau dicabut ada apa lagi sementara Gusdur 
(Abdurahman Wahid) dia katakan di suatu negara yang katanya 
Demokratis, tidak boleh ada satu golongan tidak ikut bersuara, tidak 
ikut diberi kesempatan untuk bersuara, untuk memilih dan dipilih. Itu 
pernyataanya Gusdur (Abdurahman Wahid). Kalau memang kita 
mengakui negara kita ini demokratis kan masih ada golongan yang 
disisihkan yang tadi saya katakan kalau kami ini warga negara yang 
belum merdeka.”47 
Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid, dalam tujuh bulan 
pertama masa jabatanya telah terjadi empat perubahan penting. 
1. Pemerintah mengizinkan orang-orang yang di pengasingan 
karna alasan politik, untuk kembali ke Indonesia mendapatkan 
status sebagai warga Negara Indonesia apabilan menginginkan. 
                                                             
47 Wawancara dengan Yunus selaku eks Tapol PKI anggota Pemuda Rakyat pada tanggal 6 September 
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2. Secara pribadi Abdurahman Wahid mengajukan permintaan 
maaf terhadap para eks Tapol dan korban pembantaian 1965-
1966. 
3. Pemerintah membubarkan BAKORTNAS, lembaga pengganti 
KOPKAMTIB yang membantu dinas Intelegen Negara. 
Konsekuensinya penelitian kasus setiap rekrutmen terhadap 
calon Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara dihentikan. 
4. Abdurahman Wahid menganjurkan pencabutan TAP MPRS NO. 
XXV Tahun 1966 yang menyatakan bahwa PKI sebagai partai 
terlarang dan sekaligus pelarangan penyebaran ajaran 
Komunisme/Marxisme/Leninisme. Salah satu indikasi dari 
pernyataan itu terlihat ketika Abdurahman Wahid melontarkan 
gagasan untuk mencabut ketetapan MPRS No. 
XXV/MPRS/1966, terjadi kontroversi kemudian berakhir setelah 
Komite Ad-Hoc Badan Pekerja MPR menolak usulan 
pencabutan TAP MPRS tersebut. 
Reaksi keras atas usulan Abdurahman Wahid dan penolakan MPR 
untuk mencabut TAP MPRS No. XXV/1966 sebagaimana dipaparkan di atas 
yang juga menjadi penggalangan kekuatan politik untuk menjatuhkan 
Abdurahman Wahid dari jabatannya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan 
merupakan salah satu indikasi masih kuatnya pengaruh konstruksi sejarah di 
masa Orde Baru. Sebuah kondisi yang banyak dipengaruhi oleh warisan 
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kebijakan politik rezim Orde Baru yang melakukan monopoli kebenaran 
melalui manipulasi sejarah. Strategi politik pengendalian sejarah di masa 
Orde Baru, mencakup dua hal yakni pertama, mereduksi peran Soekarno dan 
kedua, membesar-besarkan peran Soeharto. 
Kurikulum pendidikan dan media pada masa Orde Baru dan politisasi 
ingatan atas peristiwa G 30 S telah membawa masyarakat percaya atas 
doktrin-doktrin pemerintah. Menguasai politik ingatan rakyat Indonesia 
menjadi penting sebagai legitimasi kekuasaan. Rakyat dituntut untuk 
melakukan antisipasi terhadap bahaya laten Komunis sebagai golongan yang 
dianggap atheis dan anti Pancasila. Melalui penculikan, pembuangan, 
penahanan simpatisan dan anggota PKI selama bertahun-tahun tanpa proses 
pengadilan. Pembunuhan dan stigmatisasi tanpa bukti yang jelas. 
Menanggapi pengaduan korban, keluarga korban dan masyarakat, 
Komnas HAM sesuai fungsi dan tugasnya sebagaimana diamanatkan di 
dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM 
telah membentuk tim pengkajian berkenaan dengan peristiwa 65. Dari hasil 
pengkajian tersebut, Komnas HAM menindaklanjuti dengan membentuk tim 
Ad Hoc penyelidikan pelanggaran HAM berat peristiwa 65. 
Pembentukan tim Ad Hoc ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan tugas 
dan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 jo pasal 19 dan 
pasal 20 UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang dipayungi UU 
No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tim Ad Hoc menjalankan 
 85 
 
mandatnya sejak 1 Juni 2008 sampai dengan 30 April 2012. Dalam 
menjalankan mandatnya telah menerima sejumlah pengaduan. Tim juga 
telah melakukan peninjauan secara langsung ke sejumlah daerah dalam 
rangka pelaksanaan penyelidikan. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ad Hoc 
mengalami hambatan : 
1. Luasnya Geografis Peristiwa 1965-1966 
2. Keterbatasan Anggaran 
3. Lamanya Peristiwa (kejadiannya panjang dan terjadi di masa 
lalu 
4. Traumatik yang dialami korban 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sendiri telah 
melakukan penyelidikan dugaan kasus pelanggaran HAM berat ini sejak 
tahun 2008 lalu. Namun Kejaksaan Agung menolak berkas penyelidikan 
tersebut, karena berkas yang diajukan belum memenuhi kriteria untuk 
ditingkatkan penanganan kasusnya ke tahap penyelidikan. 
Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein mengatakan jika tuntutannya adalah 
permintaan maaf, rehabilitasi nama mereka, dan kompensasi 2,4 
miliar/orang, maka negara akan membayar berapa jika dikalikan jumlahnya. 
Kira-kira sekitar 2.000 Triliun. Menurutnya negara harus waspada. Karena 
jika negara meminta maaf kepada eks PKI dan keturunannya lantas 
bagaimana korban-korban pembantaian yang dilakukan oleh PKI pada tahun 
1960-an seperti di Kediri, Blitar dan Jember. Menurutnya saat itu telah terjadi 
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pembunuhan para ulama dan kyai yang dilakukan oleh PKI. Dan ada juga di 
Banyuwangi tanggal 1 Oktober yang 60 pemuda Ansor terbunuh yang ini 
tidak disebutkan juga mendapatkan kompensasi atau rehabilitasi kepada 
mereka. 
Kivlan Zein memberi syarat jika para keluarga PKI ingin menuntut 
permintaan maaf dari negara, syaratnya mereka dulu yang harus meminta 
maaf kepada keluarga korban PKI. Mantan Kakostrad ABRI itu mengaku 
sependapat apabila ide untuk saling memaafkan, antara para keluarga PKI 
dan keluarga korban kekejaman PKI pada G 30 S. “Minta maaf dulu kepada 
kita, baru kita saling memaafkan,” kata Zein dalam sebuah acara talkshow di 
sebuah televisi nasional, Jakarta, Selasa (29/9) malam. Akan tetapi, ia 
mempertanyakan tindakan Komnas HAM yang sebelumnya melakukan 
penyelidikan kepada keluarga PKI. Menurutnya, Komnas HAM seharusnya 
juga melakukan penyelidikan terhadap apa yang dialami oleh para keluarga 
korban kekejaman PKI.48 
Diskriminasi dengan alasan apapun harusnya ditanggapi sebagai 
pelanggaran serius terhadap konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
hirarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menjamin 
hak setiap orang untuk berpandangan apa pun di negeri ini. Pada dasarnay 
Ketetapan MPRS No 25 tahun 1966 harus dicabut karena bertentangan 





dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki hirarki yang lebih 
tinggi. Selama TAP MPRS No 25 tahun 1966 masih belum dicabut, 
persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara bagi korban, keluarga 
dan keturunan tahanan politik PKI hanyalah akan jadi ilusi belaka. 
3. Akses Politik 
Sesuai dengan laporan para korban dan keluarga korban pada 
peristiwa 1965-1966 telah terjadi khususnya di Nanga-nanga berbagai bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia antara lain; penyiksaan, perbudakan, 
pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa, serta perampasan 
kebebasan fisik secara sewenang-wenang. Namun berbeda halnya dengan 
akses politik, para eks Tapol dalam hal ini tetap diberikan hak untuk memilih 
dalam pemilihan umum, seperti yang dikatakan Yunus:  
“kalau pemilihan memang dikasikan, diberikan pemilihan kami. Dari 
semenjak masih ada Soeharto waktu itu baru-baru kami bebas itu. 
Itukan diarahkan tidak bisa tidak. Dibelakang ini setelah misalnya 
reformasi itu pun juga kami sudah memilih misalnya partai lain dalam 
pemilihan umum itu ternyata kami punya suara diganti dalam kotak 
suara itu. Nanti akhir-akhir ini sudah tidak lagi.”49 
Hal senada juga disampaikan oleh Rukiah:  
“kami tetap menggunakan hak suara kami. Kami juga sudah diikutkan 
dalam pemilihan. Tapi pada waktu itu kami memang diarahkan untuk 
                                                             
49 Wawancara dengan Yunus selaku eks. Tapol PKI 
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memilih partai tertentu. Ya, dalam hal ini partai penguasa pada saat 
itu. Jadi kami datang ke tempat pemungutan suara itu.”50 
Dalam kesempatan yang lain hal ini juga disampaikan oleh Lambatu: 
“Sebagai tapol kami menyambut gembira peristiwa reformasi. 
Kehidupan kami perlahan-lahan bisa dikatakan mulai setara dengan 
masyarakat lainnya. Diskriminasi juga semakin melemah. Kami juga 
memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Berhak mendapatkan 
RASKIN, JAMKESMAS, ikut dalam Musyawarah Perencanaan dan 
Pengembangan (MUSREMBANG) di Kelurahan dan Kecamatan. Di 
Nanga-nanga juga telah dibangun puskesmas pembantu, sekolah dan 
sarana jalan mulai sedikit-sedikit diperbaiki sekalipun belum di 
aspal.”51  
Dari kutipan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa 
akses politik eks. Tahanan politik dalam hal ini kesempatan untuk 
menggunakan hak pilihnya tidak lagi dibatasi. Termasuk terlibat dalam 
urusan perencanaan dan pengembangan di tingkat kelurahan. Juga termasuk 
keterlibatan dalam partai politik sebagaimana yang disampaikan oleh Resma: 
“saya sendiri juga itu tahun 2009 masuk partai politik, PDI-P. Tahun  
2007 masuk LBH Kendari (Lembaga Bantuan Hukum), kemudian 
                                                             
50 Wawancara dengan Rukiah selaku eks. Tapol PKI 
51 Wawancara dengan Lambantu Bin Lanasi selaku eks. Tapol  
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tergabung juga di WALHI (Wahana Lingkungan Hidup). Saya snegaja 
masuk organisasi, biar bisa membantu sedikit hak-hak kami.”52 
Peristiwa reformasi sudah seharusnya membawa secercah harapan 
kepada masyarakat Indonesia dan juga mendorong serta pemerintah agar 
dapat mengembalikan hak sipil dan hak politik eks. Tapol PKI sebagaimana 
yang pernah dimilikinya.  
C. Peran pemerintah dalam upaya persamaan hak politik bagi “eks. 
Tahanan Politik Orde Baru” khususnya di Nanga-nanga 
Sejak tahun 1977, sebanyak 40 eks. Tapol PKI wilayah Sulawesi 
Tenggara, di lokalisasi di kawasan hutan nanga-nanga, yang kini dijadikan 
kawasa pemukiman baru oleh pemerintah kota Kendari. Sejumlah mantan 
Tahanan Politik PKI beserta keluarganya yang kini masih tinggal di 
pemukiman eks. Tapol PKI Nanga-nanga Kelurahan Baruga Kota Kendari, 
berharap kepada pemerintah agar dikembalikan dan dipulihkan nama 
baiknya menjadi warga negara Indonesia yang taat pada Pancasila dan UUD 
1945. Pemerintah dapat memperhatikan kondisi kehidupan mereka, 
sekaligus status politik mereka agar dapat menjalani kehidupan sosial politk 
seperti warga negara Indonesia pada umumnya.  Lambatu Bin Lanasi 
mengatakan : 
                                                             




“setalah adanya era reformasi, aktifitas kehidupan kami sehari-hari 
sudah seperti warga lain di sekitar perkampungan. Namun untuk hal 
lain yang berkaitan langsung dengan program pemerintah, hingga kini 
belum diberi kebebasan, seperti bantuan perumahan untuk warga 
miskin dan pemberian beasiswa sekolah bagi keluarga kurang 
mampu.”53 
Meski mendapat tempat tinggal baru, namun Lambatu dan para eks. 
Tapol masih merasa terisolasi dengan status yang mereka sandang. Para 
bekas tahanan politik itu tak bisa bepergian dengan leluasa.  
“kami tidak boleh ke mana-mana. Kartu tanda penduduk (KTP) kami 
juga diberi kode ‘ET’ yang artinya eks. Tahanan politik. Isolasi itu baru 
di buka di masa pemerintahan Abdurahman Wahid. Kami di sini sangat 
berterima kasih pada Gus Dur.”54 
Eks Tapol PKI menuntut pemerintah untuk memulihkan status 
politiknya setelah Presiden Abdurahman Wahid pada tahun 2000 
mengusulkan mencabut Tap MPRS No XXV Tahun 1966 tentang pelarangan 
PKI dan pelarangan penyebaran ajaran Komunisme dan Marxisme/Leninisme 
di Indonesia. Langkah ini dilakukan Gus Dur karena mempertimbangkan 
HAM semua orang termasuk eks. Tapol PKI. 
Lambatu berharap presiden bersedia meneruskan kebjiakan presiden 
Abdurahman Wahid dan merehabilitasi semua orang yang terkait dengan 
PKI. Hal senada juga diungkapkan Fauzu, mantan sekertaris Serikat Buruh 
                                                             
53 Wawancara dengan Lambatu bin Lanasi 
54 Wawancara dengan Lambatu bin Lanasi 
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Tambang Indonesia (SBTI) cabang Buton. Meski sudah dinyatakan bebas 
dari tahanan, tapi negara saat itu masih tetap mengawasi semua aktivitas 
para tapol PKI. Buktinya, mereka masih berstatus tahanan rumah karena 
hingga kini belum terbit surat atau dokumen yang menyatakan mereka 
sepenuhnya telah bebas. “Masih kesulitan anak kami menjadi anggota TNI, 
Polri dan PNS. Ada proses screening sehingga keturunan kami harus 
mengganti nama agar bisa sekolah dan mendaftar sebagai PNS”. 
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus meluruskan tentang sejarah 
Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap generasi bangsa saat ini. Hal 
itu ditegaskan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati terkait 
batalnya Presiden Jokowi meminta maaf kepada keluarga PKI dalam 
pidato sidang tahunan MPR, DPR dan DPD pada Jumat (14/8/2015) 
lalu. “Sebetulnya ini hanya problem penguasa yang tidak pernah 
melakukan pelurusan sejarah. Padahal kalau negara luar, apapun 
masa kelamnya pasti di ungkap secara terang benderang.” Kata Ribka 
di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 
(17/8/2015).”55 
 
SM Bihina, mantan anggota DPRD Kendari yang juga anggota PKI 
pada 1965 mengatakan dirinya pernah bertemu dengan mantan ketua 
Komnas HAM RI, Ifdal Kasim saat berkunjung ke Kendari pada 2011 lalu. 
“Saya dijanjikan anggota Komnas HAM saat itu untuk memperjuangkan 
                                                             





rehabilitasi atau pemulihan nama baik kami, karena sampai sekarang stigma 
pengkhianat terhadap negara masih ada.” 
Walaupun proses untuk mendapatkan rehabilitasi sangat panjang dan 
membutuhkan kesabaran, dia tetap berharap dia bisa memulihkan nama baik 
para eks. Tapol PKI. “Sepanjang waktu keturunan kami pasti akan dicap 
pengkhianat negara. Padahal kebanyakan dari kami tidak pernah diputuskan 
bersalah oleh pengadilan. Lalu gai pensiunan kami sebagai PNS tidak pernah 
dibayarkan sampai sekarang. Bahkan harta benda kami juga dikuasai negara 
dan tidak pernah dikembalikan.”56 
Sebagian besar eks. Tapol PKI hidup dibawah garis kemiskinan tanpa 
ada perhatian serius dari pemerintah bila dibandingkan masyarakat lain pada 
umumnya. Namun, salah satu hal menggembirakan yang diperoleh para eks. 
Tapol itu yakni perubahan status tanah yang ditempati. Dari kawasan hutan 
menjadi kawasan pemukiman hak milik. Hal ini sesuai Putusan Mahkamah 
Agung No. 1785 K/Pdt/2010 tentang kasus tanah eks. Tapol PKI disertai bukti 
sertifikat resmi dari BPN yang setiap kepala keluarga eks. Tapol PKI 
mendapatkan jatah dua hektar tanah. Terkait persoalan pembebasan, Yunus 
mengatakan: 
“Ada perbedaan sedikit tapi begini, itu tentang pembebasan juga 
bukan keinginan dari misalnya Presiden Soeharto pada waktu itu atau 
Habibie. Itu desakan dari luar. Itu tekanan dari Amerika supaya itu 
                                                             
56 Wawancara Lambatu bin Lanasi selaku eks. Tapol PKI 
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kalau misalnya ini Indonesia kita bebaskan para tahanan politiknya 
mereka akan embargo itu sampai kami dilepas. Kalau tidak ada 
ancaman embargo itu tidak akan. Ini menurut sejarah. Saya sendiri 
saya baca itu buku baru saya tahu oh ternyata begini. Padahal kita ini 
saya perkirakan ini sudah memang dibebaskan secara murni padahal 
tidak. Tapi karena tekanan dari luar. Kami ini merasa seperti bukan 
warga negara Indonesia. Itu saja kami punya tanah itu yang kami 
minta di sertifikatkan itu dari sejak tahun 1970an sampai tahun 1980an 
itu kami pulang-pergi ke kantor-kantor sampai kantor gubernur tidak 
ada yang mau melayani. Nanti setelah masa transisi tahun 2008 ini 
masih transisi gubernur baru mereka mau tandatangani itu sertifikat 
kami.”57 
Rukiah membenarkan hal tersebut: 
“tuntutan kami itu hanya; pertama, memulihkan nama baik. Kedua, 
meluruskan sejarah. Sampai kepada reformasi 1998 ini, bahkan 
sampai sesudah reformasi itu sendiri, masih ada juga yang memakai 
itu label ET. Tapi sebagian ada juga yang sudah tidak. Alhamdulillah 
saya tidak. Saya tidak pernah dipakaikan label ET. Dimanapun saya 
berada. Saya tidak tau kenapa. Apa itu karena saya banyak melawan 
atau memang karena Allah memberkati saya. Soal tanah itu sendiri, 
baru sekitar tahun 2007 mungkin yaah baru kami diberikan itu sertifikat 
tanah. Saya tidak tahu persis. Itupun setelah perjuangan yang 
panjang. Selalu saja ada kendala. Disitulah baru kami merasa ada 
bantuan dari pemerintah. Tapi saya bilang tanah itu kami dapat dari 
darah dan air mata kami. Bukan cuma-cuma mereka berikan. Terlepas 
dari semua itu, harapan saya sampai saat ini sebagai eks. Tapol ialah, 
                                                             
57 Wawancara dengan Yunus selaku eks. Tapol PKI dan Anggota Pemuda Rakyat. 
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sehubungan kami tidak pernah dihukum bersalah berdasarkan 
putusan oleh pengadilan. Maka kami memintan kepada Pemerintah 
untuk memulihkan hak-hak kewarganeraan kami. Penuhi harkat dan 
martabat kami. Pulihkan nama baik serta kehormatan kami sesuai 
UUD Republik Indonesia 1945. Kami tuntut hak atas kebenaran 
sejarah. Tegaknya hukum dan pelurusan sejarah untuk generasi 
penerus bangsa.”58 
Keluarga korban pelanggaran HAM hingga kini masih dan terus 
menuntut keadilan. Di dalam visi, misi dan program aksi kampanye lalu, 
Jokowi dan Jusuf Kalla berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus 
pelanggaran HAM pada masa lalu dan menghapus semua bentuk impunitas. 
Komitmen ini disampaikan pada dua butir sebagai berikut: 
a. Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap 
kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai saat 
ini masih menjadi beban sosial bagi bangsa Indonesia. Seperti 
kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2. Penghilangan 
paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok dan Tragedi 1965. 
b. Kami berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas di 
dalam sistem hukum nasional. Termasuk di dalamnya merevisi 
UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu 
sumber pelanggaran HAM. 
                                                             
58 Wawancara dengan Ibu Rukiah selaku Mantan Ketua GERWANI Kota Makassar yang kini tinggal di 
kamp. Pemukiman nanga-nanga. 
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Bagi keluarga korban, menghapus impunitas hanya bisa terwujud 
dengan penyelesaian melalui pengadilan. Yaitu pengadilan HAM Ad Hoc 
sesuai UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang merupakan 
satu-satunya UU yang mengatur tentang penyelesaian pelanggaran HAM 
berat pada masa lalu. Hary Wisastra mengatakan: 
“semenjak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya akan 
menyelesaikan kasus kekerasan pasca 1965, dan terakhir muncul 
wacana permintaan maaf dari pemerintah, saya sangat antusias 
mendengarnya. Dan saya penuh harapan bahwa Presiden akan 
merealisasikannya. Tentang bentuk penyelesaiannya lewat 
mekanisme pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, menurut saya 
boleh dijadikan alternatif kedua apabila mekanisme hukum sulit 
direalisasikan. Saya sendiri lebih mendukung masalah kekerasan 1965 
diselesaikan secara hukum. Karena sekian tahun kita telah menderita 
akibat kesewenang-wenangan pemerintah saat itu. Harus ada proses 
peradilan.”59  
Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal 
(IPT) untuk Kejahatan Kemanusiaan 1965 di Indonesia digelar di Den Haag, 
Belanda sejak Selasa (1011/2015) hingga Jumat (13/11/2015). Dalam IPT 
1965, Indonesia tercatat menjadi terdakwa yang dituduh melakukan 
pembunuhan, perbudakan, penahanan, penghilangan paksa orang-orang dan 
penganiayaan melalui propaganda terhadap anggota PKI dan orang-orang 
sayap kiri yang diduga sebagai simpatisannya. 
                                                             
59 Wawancara dengan Hari Wisastra selaku anak dari salah satu eks. Tapol PKI di Nanga-nanga 
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Pemerintah menyatakan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 
masa lalu dengan membentuk tim rekonsiliasi. Jaksa Agung HM Prasetyo 
menjelaskan tahapan rekonsiliasi yaitu pertama, pengungkapan kebenaran, 
mengakui memang ada pelanggaran HAM masa lalu. Kedua, membuat 
komitmen agar ke depan tidak terulang kembali. Tahap ketiga, baru 
pernyataan penyesalan atau minta maaf tapi masih jauh ke tahap itu, terakhir 
baru rehabilitasi atau kompensasi tergantung pada kemampuan pemerintah 
atau negara. 
Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan 
pemerintah tidak perlu meminta maaf kepada keluarga korban pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya keluarga eks. Anggota Partai Komunis 
Indonesia (PKI). Pernyataan ini menyusul adanya wacana Presiden Joko 
Widodo yang akan meminta maaf kepada keluarga anggota PKI. Bagi 
Ryamizard, proses rekonsiliasi memang harus ditempuh. Namun demikian, 
permintaan maaf secara khusus kepada keluarga anggota PKI disebut 
Ryamizard tidak masuk akal. “Pakai logika saja, yang berontak siapa? Masa 
yang berontak dan membunuh kita malah minta maaf. Itu sama saja saya 
dipukulin atau digebukin, terus saya minta maaf,” kata Ryamizard saat acara 
dialog bersama media massa di Kantor Kementrian Pertahanan, Jalan 
Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (19/82015.60Mahkamah 





Konstitusi (MK) memutuskan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 
12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak 
berlaku. Dengan begitu, mereka yang selama ini dituduh sebagai anggota 
Partai Komunis Indonesia (eks. PKI) dikembalikan hak konstitusionalnya. 
Telah ada pernyataan publik Jaksa Agung yang menyatakan bahwa 
kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu akan di selesaikan dengan cara 
non-yudisial dalam bentuk rekonsiliasi. Juga rumor tentang pemerintah akan 
meminta maaf terhadap korban dari keluarga eks. Anggota PKI. Meski 
informasi ini masih simpang siur ditengah masyarakat, namun usaha ini 
sedikit membuka celah menuju perdamaian masa lalu. Meskipun usaha ini 
akan menyelesaikan persoalan rekonsiliasi secara konkret. Perlu 
pemeritahan yang kuat untuk melaksanakan rekonsiliasi sebagaimana yang 
dikehendaki. Disamping itu, pelurusan sejarah mengenai peristiwa tersebut 
juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah harus berani menuliskan 
kembali sejarah yang benar sebagai wujud usaha tak menjadikan generasi 
kedepan sebagai generasi pendendam. Ketika pemerintah melaksanakan 
rekonsiliasi dengan meminta maaf, merehabilitasi keluarga eks. Anggota PKI 
dan menuliskan kembali sejarah peristiwa G 30 September, terutama untuk 
media pendidikan, dapat dipastikan pemerintah akan turut pula mendapat 
banyak kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Untuk itu, pemerintah 
harus memiliki keberanian dan ketulusan hati agar sejarah kelam bangsa ini 
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bisa diselesaikan tanpa sedikit pun dilupakan. Rekonsiliasi hanya akan terjadi 


























Dari bab pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 
upaya persamaan Hak Sipil dan Hak Politik Eks. Tapol Orde Baru, masih ada 
pro kontra dan ketakutan bahwa Eks Tapol PKI akan membentu kekuatan 
baru, terlihat dengan kurangnya respon terhadap penghapusan TAP MPRS 
NO. 25 Tahun 1966 sebagaimana yang pernah coba dilakukan di masa 
pemerinthan presiden Abdurahman Wahid. Selain itu arah kebijakan politik 
pemerintah Indonesia masih cendrung kepada kepentingan elit politik dan 
belum bergerak kepada kepentingan rakyat. Hal ini dapat kita lihat dalam UU 
No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang 
menjadikan pemulihan hak-hak krban terbatas pada permohonan maaf 
semata. 
Pergantian rezim yang berkuasa di era transisi demokrasi belum 
memiliki kemauan politik untuk melakukan upaya pelurusan sejarah atas 
tragedi 1965 sehingga pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap para korban 
hingga kini masih terabaikan. Tentu tanpa mengabaikan fakta bahwa stigma 
yang terbangun dalam masyarakat akibat indoktrinisasi yang dilakukan 
selama rezim Orde Baru berkuasa membuat sebagian kalangan masih 
menganggap bahwa Eks. Tapol PKI sebagai kelompok yang perlu 
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diwaspadai. Hal ini secara langsung berdampak pada upaya rekonsiliasi dan 
pengembalian Hak Sipil dan Hak Politik dari Eks. Tapol Orde Baru. 
Kemudian Eks Tapol yang telah dikembalikan ke tengah-tengah 
masyarakat masih dibatasi dalam sistem mobilitasnya dengan rambu-rambu 
sosial politik yang membelenggu. Dalam kata-kata dikembalikan ke 
masyarakat pada dasarnya sama sekali tidak terkandung petunjuk bahwa 
hak-hak sosial politik Eks. Tapol telah dipulihkan kembali. Sebagai anggota 
masyarakat ia tidak dipulihkan kembali pada statusnya sebagai social 
being atau zoon politicon sebagaimana yang pernah dimilikinya. Hal ini 
secara luas bukan hanya didasarkan pada belum dicabutnya TAP MPRS No. 
25 Tahun 1966, faktor lain yang mempengaruhi adalah upaya politisasi 
ingatan atas peristiwa G 30 S yang secara terorganisir dan massif dilakukan 
di masa pemerintahan Orde Baru. Politisasi ingatan ini membawa masyarakat 
pada ketakutan yang mendalam atas peristiwa terebut. Ketakutan akan 
Komunisme atau Komunisto-phobi sebenarnya bukan hal baru, bahkan jauh 
sebelum Orde Baru Berkuasa. Komunisto-phobi sudah muncul sejak jaman 
pergerakan anti-kolonialisme di tahun 1920-an. Saat itu untuk mencegah 
persatuan antara kaum Marxis, Nasionalis dan Islamis, pihak penguasa 
kolonial menebar phobia terhadap komunisme. Salah satu yang memicu 




Tahun 1960, ketika politik Indonesia makin condong ke kiri, terutama 
setelah pencanangan Manifesto Politik (Manipol) yang menegaskan tentang 
cita-cita sosialisme Indonesia, Komunisto-phobi makin mewabah. Bung Karno 
pada saat itu mengutuk keras penyakit komunisto-phobi ini. Sebagaimana 
disebutkan dalam pidatonya tanggal 17 agustus 1960. Singkatnya Bung 
Karno menganggap bahwa komunisto-phobi sebagai penyakit mental dan 
pikiran yang menghambat kemajuan (progressivitas). Mereka yang mengidap 
penyakit ini cendrung konservatif dan reaksioner dalam soal politik dan 
ekonomi. 
Pasca peristiwa G 30 S 1965, phobia terhadap komunis makin kuat, 
kampanye anti komunis terus disuarakan. Kurikulum pendidikan dan media 
pada masa Orde Baru, juga turut andil dalam membawa masyarakat pada 
komunisto-phobi. Orde Baru paham, bahwa menguasai politik ingatan rakyat 
Indonesia menjadi penting, sebagai media legitimasi kekuasaan. Kini, setelah 
keran reformasi dibuka, isu-isu seperti ini seharusnya tidak lagi menjadi 
sesuatu yang berpotensi memecah persatuaan nasional. Namun hal ini 
kembali terjadi pada pemilihan Presiden tahun 2014 lalu. Komunisto-phobi 
kembali menjadi “alat” untuk menyerang salah satu kandidat calon yang 
justru terjadi ditengah-tengah arus perkembangan masyarakat yang semakin 
demokratis. 
Diskriminasi, dengan alasan apapun harusnya dianggap sebagai 
pelanggaran serius terhadap konsititusi. Undang-Undang Dasar 1945 
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sebagai hirarki tertinggi dalam peraturan perundang-undangan menjamin hak 
tiap orang untuk berpandangan apapun di negeri ini. Menjadi hal yang 
penting untuk membicarakan kembali pencabutan Ketetapan MPRS No 25 
Tahun 166 karena pada dasarnya TAP MPRS ini bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang memiliki hirarki yang lebih tinggi. Selam 
TAP MPRS No 25 tahun 1966 belum dicabut, persamaan hak dan kewajiban 
sebagai warga negara bagi Eks. Tapol PKI dan keturununanya hanyalah 
akan menjadi angan belaka. 
Dilain sisi hal yang telah diperoleh oleh Eks. Tapol PKI khususnya di 
Kamp Pemukiman Nanga-nanga adalah hak untuk memilih dalam pemilihan 
umum dan memperoleh hak atas tanah seluas 2000 Ha di kawasan 
Pemukiman Nanga-nanga sesuai Putusan Mahkamah Agung No. 1785 
K/Pdt/2010 tentang kasus tanah Eks. Tapol PKI disertai bukti sertifikat resmi 
dari BPN dimana setiap kepala keluarga Eks. Tapol PKI mendapatkan jatah 
dua hektar tanah. 
B. Saran 
1. Peristiwa 1965 seharusnya memberikan pelajaran berharga bagi 
bangsa Indonesia yang saat ini tersekat-sekat dengan prasangka dan 
kebencian. Fragmentasi sosiall yang saat ini terjadi adalah buah bukti 
dari ketidakmampuan kita dalam memahami sejarah. Olehnya penulis 
menganggap pneting untuk melakukan upaya pelurusan sejarah agar 
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kedepannya bangsa ini mampu menjunjung tinggi hak asasi setiap 
manusia sebagai tonggak budaya bangsa dimasa mendatang. 
2. Agar pemerintah mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 
masa lalu, dengan membentuk tim rekonsiliasi dengan tahap, 
pertama; pengungkapan kebenaran, mengakui memang ada 
pelanggaran HAM di masa lalu. Kedua, membuat komitmen agar 
kedepan peristiwa yang sama tidak terulang kembali. Serta tiga, 
pernyataan penyesalan atau meminta maaf. Terakhir melakukan  
rehabilitasi baik terhadap para korban maupun para keluarga korban 
atau juga dalam hal ini memberikan kompensasi. 
3. Menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, 
termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa 
lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM. Bagi keluarga 
korban, menghapus impunitas hanya bisa terwujud dengan 
penyelesaian melalui pengadilan, yaitu pengadilan HAM ad Hoc. 
Sesuai UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang 
merupakan satu-satunya UU yang mengatur tentang penyelesaian 
pelanggaran HAM berat pada masa lalu. 
4. Sehubungan para Eks. Tapol PKI tidak pernah dihukum bersalah 
berdasarkan putusan oleh pengadilan, maka penulisan berharap agar 
Pemerintah mampu untuk memulihkan hak-hak kewarganegaraan 
Eks. Tapol PKI. Memenuhi harkat dan martabat, pemulihan nama baik 
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